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Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, yang sifatnya 
menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Ditengah upaya dalam meminimalisir 
terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan 
mengenai remisi atau pengurangan masa pidana bagi narapidana korupsi. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari alasan pemerintah membuat kebijakan 
pemberian remisi bagi narapidana korupsi dan menganalisis dampak pemberian 
remisi bagi narapidana korupsi dalam perspektif sosiologis di Kecamatan Brebes, 
Kabupaten Brebes. 
 
Jenis penelitian ini adalah lapangan, pendekatan yang digunakan adalah 
empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan 
secara langusung tanpa melalui media perantara, yang hasilnya langsung 
dianalisis melalui metode kualitatif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari pemerintah menerapkan 
kebijakan pemberian remisi adalah untuk mengurangi over capacity serta 
membina narapidana untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, 
dampak dari pemberian remisi terhadap narapidana korupsi tidak berpengaruh 
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 
dan wawasan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan untuk penelitian lebih lanjut khususnya di lingkungan Fakultas 
Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 


























Corruption is an extraordinary crime that is personal or other people's benefits. In 
an effort to reduce corruption, the Indonesian government made regulations about 
remissions for corruption prisoners. It makes the public become confused. 
 
The purpose of this research is to find out the reasons for the government to 
make a policy of remission for corrupt prisoners and to analyze the impact of 
remission for corrupt prisoners in a sociological perspective in Brebes District, 
Brebes Regency. 
 
This type of research is the field research, the approach used is empirical, data 
collection techniques are an interview with informants directly without going 
through intermediary media, the results of an interview are will be analyzed by 
qualitative methods. 
 
The results of this research indicate that the purpose of the government to 
implement a remission policy is to reduce overcapacity and foster prisoners to 
become better human beings. And then, the impact of giving remissions for 
corruption prisoners has no effect in reduce criminal acts of corruption. 
 
Based on the results of this research are expected to be material information 
and insights for students, academics, practitioners, and all parties in need for 
indepth research about remission especially in the Faculty of Law, University of 
Pancasakti Tegal. 
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Gambar.1 Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2015-2018 
 



































































Bagan.1 Prosedur Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak 
 






































































A. Latar Belakang Masalah 
 
Remisi menjadi tema yang menarik dalam kegiatan diskusi untuk 
menambah wawasan mengenai perkembangan tujuan pemidanaan serta 
penerapan sistem dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. 
Masyarakat dari berbagai macam latar belakang seperti praktisi maupun 
akademisi masih memperdebatkan serta mengkritisi kebijakan pemerintah 
mengenai pemberian remisi yang dianggap tidak sesuai implementasinya 
dengan peraturan perundang-undangan, baik melalui artikel, jurnal maupaun 
karya ilmiah lainnya. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengambil 
sikap dalam menanggapi berbagai kritikan tersebut agar masyarakat tidak 
merasa dirugikan, selain itu pemerintah juga seharusnya dapat menjelaskan 
kepada masyarakat letak keadilan dari dibuatnya kebijakan remisi bagi setiap 
narapidana khususnya tindak pidana korupsi di negeri ini. 
 
Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih 
menimbulkan kontroversi, khususnya pemberian remisi bagi narapidana yang 
terjerat kasus pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. 
Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus 
dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan 
tertentu. Syarat tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama 








lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus 
tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau 
remisi.
1 
Kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi 
secara sosiologis, sebenarnya telah merusak harapan masyarakat untuk 
meraih tujuan hukum yang sesungguhnya yakni keadilan. Korupsi yang 
sering terjadi di Indonesia juga membuat masyarakat sepakat bahwa 
keberadaan korupsi ternyata telah menjadi faktor penghambat terwujudnya 
kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pemberian remisi keberadaannya 
dibenarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, namun sebenarnya pemerintah dalam 
menjatuhkan keputusannya berhak untuk tidak memberikannya. Pelaku tindak 
pidana korupsi sepatutunya tidak diperkenankan mendapatkan hukuman atau 
sanksi yang sepadan dengan para pelaku tindak pidana lainnya.
2 
 
Ketentuan remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat 6 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan 
bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni 
pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat 
memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan 
perundang-undangan. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberian remisi 
 
 
1 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet. ke-1, hlm. 331.  
2 Edie Toet Hendratno, “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis dari 








bagi narapidana korupsi yang tercantum dalam sebuah peraturan, dalam 
perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan. Perubahan yang 
pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa syarat 
tambahan untuk narapidana korupsi adalah berkelakuan baik selama dalam 
penahanan serta telah menjalankan sepertiga masa pidana. Pada perubahan 
kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan yakni pasal 34 A yang mengatakan 
bahwa narapidana korupsi dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut 
sepakat untuk melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam 
mencari pelaku inti dari kasus tindak pidana korupsi serta sepakat untuk 
mengembalikan harta benda yang telah diambil atau dikorupsi sesuai dengan 
jumlah yang diambil. 
 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang 
Remisi menjelaskan bahwa terdapat jenis-jenis remisi yang diberlakukan di 
Lapas seperti remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi kemanusiaan 
yakni narapidana yang bersedia menjadi donor organ tubuh maupun donor darah, 






remisi khusus yang sifatnya bersyarat.
3
 Pemberian remisi bagi narapidana 
koruptor sesungguhnya membuktikan bahwa pemberantasan tindak pidana 
korupsi di Indonesia seolah-olah tidak mendapatkan dukungan yang kuat baik 
secara moral maupun secara keinginan politik. Kasus korupsi yang telah 
banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai jenis modus operandinya, juga 
menandakan bahwa keberadaan korupsi dalam setiap waktunya menjadi 
semakin kronis dan sulit untuk diberantas. Modus operandi yang selalu 
dilakukan oleh para koruptor sifatnya sangat sistematik dan berkualitas, 
dibuktikan dengan adanya keterlibatan beberapa oknum aparat penegak 
hukum, instansi pemerintah, serta pejabat-pejabat lainnya, khususnya yang 
memiliki kualitas pendidikan yang tinggi.
4 
 
Seluruh negara di dunia menyepakati bahwa korupsi merupakan kategori 
kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Masing-masing negara 
berupaya secara maksimal dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 
korupsi serta menindaklanjuti para pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di 
negaranya. Cina merupakan salah satu negara yang tegas, sangat antusias serta 
totalitas dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kasus korupsi pernah terjadi 
di negara Cina yang dilakukan oleh Liu Zhijun yakni seorang mantan Menteri 
Perkeretaapian Cina dan Zhang Zhongseng yang merupakan seorang mantan 







3 Eva Achjani Zulfa, et al., Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan, 
Depok: Rajawali Press, 2017, Cet. ke-1, hlm. 107-110.
  






melakukan korupsi. Berawal dari kasus tersebut, Cina berkomitmen untuk 
tetap terus menindak tegas para pelaku korupsi di negaranya.
5 
 
Kasus korupsi lainnya juga pernah terjadi di Malaysia dan dalam 
penyelesaian perkaranya tidak berbeda jauh dari negara Cina. Pidana yang 
dijatuhkan terhadap seseorang atau kelompok yang terbukti melakukan tindak 
pidana korupsi di negara Jiran tersebut wajib menjalani hukuman gantung. 
Penjatuhan pidana tersebut, berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia 
yang justru pidananya terkesan ringan karena mempertimbangkan Hak Asasi 
Manusia (HAM), sehingga dalam penjatuhan pidananya menolak secara tegas 
hukuman mati atau gantung bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan 
contoh kasus tersebut, maka sudah semestinya pelaku tindak pidana korupsi 
di Indonesia juga harus ditindaklanjuti secara tegas agar masyarakat 
Indonesia tidak menganggap remeh terhadap upaya aparat penegak hukum 
dalam memberantas tindak pidana korupsi.
6 
 
Muhammad Cholil Nafis mengatakan bahwa terdapat tiga jenis kejahatan 
dalam suatu perbuatan atau suatu tindak pidana korupsi. Jenis-jenis tersebut 
dapat dijabarkan sebagai berikut
7
: 
1. Pertama, kejahatan yang berdampak pada perampasan hak atau hajat 







 DetikNews, Simak Berbagai Hukuman Bagi Para Koruptor di Penjuru Dunia, 
https://news.detik.com/dw/d-4383314/simak-berbagai-hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-
dunia, diakses pada tanggal 6 Juni 2019. 
6 Ibid.  
7 Agus Kasiyanto, Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia, Jakarta: 







hilangnya keadilan melalui tindakannya yakni menghilangkan uang 
negara untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. 
 
2. Kedua, kejahatan yang dapat memicu munculnya kemiskinan dan 
kebodohan. Korupsi berdampak pada hilangnya hak-hak hidup warga 
negara serta berbagai pengaturan dan kebijakan keuangan negara yang 
menyebabkan kemiskinan serta kobodohan. 
 
3. Ketiga, kejahatan korupsi yang selalu menggerogoti kehormatan dan 
keselamatan setiap generasi serta bertentangan dengan tujuan syariah 
yakni melindungi jiwa, melindungi harta, dan melindungi keturunan. 
Selain itu, korupsi juga sifatnya selalu melanggar perlindungan akal 
pikiran dan penodaan terhadap agama. 
 
Korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  mayoritas  disebabkan  karena  lima 
 
faktor, yakni minimnya jiwa integritas dan profesionalisme setiap individu; 
melemahnya komitmen dan konsistensi dari para aparat penegak hukum dan 
peraturan perundangan; adanya peluang yang mendukung timbulnya korupsi 
di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat; sikap yang cenderung 
tamak, lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu; serta sistem penggajian 
para pekerja baik pemerintah maupun swasta yang tidak profesional.
8
 
Persoalan penting di negeri ini adalah korupsi yang sudah merambah atau 
bercabang didalam setiap birokrasi bahkan pengadilan. Hampir semua lini 
birokrasi terdapat kasus korupsi dan tidak dipungkiri bahwa aparat penegak 
hukum di negeri kita juga tidak terlepas dari penyakit tersebut. Sehingga 
 
 






banyak aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa bahkan hakim yang 
akhirnya tertangkap tangan oleh pihak yang berwenang akibat melakukan 
tindak pidana korupsi.
9 
Polemik muncul ketika merumuskan gagasan mengenai berbagai upaya 
untuk meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia. Upaya tersebut sifatnya 
adalah penanggulangan atau represif yakni melalui pidana penjara atau denda 
saja. Upaya represif tersebut dalam implementasinya justru menjadi 
terhambat sebab muncul sebuah kebijakan baru yakni pemberian remisi atau 
pengurangan masa hukuman bagi narapidana korupsi yang tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Berbagai spekulasi mengenai kebijakan ini sempat menuai 
kontroversi serta menjadi pembahasan di kalangan masyarakat Indonesia. 
 
Pemberian remisi yang pernah dilaksanakan di Indonesia yakni pada kasus 
korupsi wisma atlet Sea Games Tahun 2011 oleh Muhammad Nazarrudin yang 
mendapat remisi satu bulan lima belas hari bahkan lebih (bervariasi). Pemberian 
remisi dilakukan di Lapas Jawa Barat pada saat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah 
atau Lebaran 2019.
10







9 Ibid., hlm. 39.  
10 CNN Indonesia, 50 Koruptor di Jawa Barat Dapat Remisi Lebaran, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190604153732-12-400945/50-koruptor-di-jawa-barat-






Sea Games Tahun 2011 dengan uang tunai sebanyak 3,2 milyar.
11
 
Kekurangan pemerintah dalam pemberian remisi ini adalah tidak adanya 
upaya transparansi atau publikasi kepada masyarakat mengenai nama-nama 
narapidana korupsi di Indonesia yang mendapatkan remisi baik dalam 
kategori kelas kakap maupun korupsi menengah ke bawah. 
 
Rakyat Indonesia pada langkah awalnya memiliki semangat yang 
membara dalam memberantas tindak pidana korupsi di lingkungannya, tetapi 
semangat itu kian lama kian memudar ketika dibuat suatu kebijakan 
pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Indonesia sering mendapatkan 
julukan oleh masyarakatnya dengan sebutan surganya para koruptor. Julukan 
tersebut diberikan sebab sanksi pidana yang diberikan kepada para koruptor 
tergolong ringan bahkan koruptor dapat peluang untuk bebas, meski kerugian 
negara mencapai miliyaran rupiah.
12
 Berdasarkan fenomena tersebut, 
perlunya suatu ketegasan dari aparat penegak hukum serta Pemerintah 
Indonesia dalam memperbaiki regulasi dalam memberantas sekaligus 
mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. 
 
 
B.  Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 







 Wikipedia, Muhammad Nazaruddin, 
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nazaruddin#Kasus_Korupsi_Wisma_Atlet, diakses 
pada 6 Juni 2019.  






1. Apa tujuan diberlakukan pemberian remisi terhadap narapidana tindak 
pidana korupsi? 
 
2. Bagaimana dampak pemberian remisi terhadap narapidana tindak 
pidana korupsi di Kabupaten Brebes berdasarkan perspektif sosiologis? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
 
1. Mendeskripsikan alasan pemerintah memberlakukan kebijakan 
pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi. 
 
2. Menganalisis dampak pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi 
dalam perspektif sosiologis. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan manfaat 
dari penelitian ini adalah: 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
Secara teoritis, hasil penulisan ini memberikan wawasan terhadap 
pembaca mengenai penerapan kebijakan pemberian remisi terhadap 
narapidana korupsi melalui perspektif sosiologis. Harapan dari penulisan 
ini adalah dapat menjadi kontribusi maupun referensi bagi pembaca yang 






Indonesia khususnya bagi narapidana koruptor dalam perspektif 
sosiologi maupun perspektif normatif. 
 
 
2. Manfaat Praktis 
 
Secara praktis, hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai 
perbandingan, rujukan bagi pembaca, baik praktisi maupun pemerintah 
dalam menjalankan maupun meninjau lebih lanjut kebijakan pemberian 
remisi bagi narapidana korupsi dimasa yang akan datang. Harapan dari 
hasil penulisan ini, dapat membantu dalam menyelesaikan problematika 
terkait dengan kontroversi kebijakan pemberian remisi bagi narapidana 
korupsi serta memberikan inovasi dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi di Indonesia. 
 
 
E. Tinjauan Pustaka 
 
1. Penelitian Terkait 
 
Adapun karya tulis ilmiah yang terkait dengan penelitian yang 
dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 
 
a. Skripsi dengan judul “Kebijakan Penghapusan Remisi terhadap 
Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum dan HAM” yang ditulis 
pada tahun 2017, oleh Zaky Musa As’ary yakni mahasiswa dari 
 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengatakan 
bahwa penghapusan remisi terhadap narapidana korupsi tidak sesuai 






Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Pasal tersebut berbunyi, “Narapidana berhak mendapatkan 
pengurangan masa pidana (remisi)”. Akan tetapi, saudara Zaky tidak 




b. Skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat 
Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi” yang 
ditulis pada tahun 2012 oleh Mohammad Agung Firmansyah yakni 
mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Jember, menjelaskan dalam 
skripsinya mengenai syarat pemberian remisi haruslah berkelakuan baik 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menaati peraturan selama berada 
di tahanan, dan harus mempertimbangkan dengan lembaga lain ketika 
akan memberikan remisi kepada narapidana korupsi. Tidak berbeda jauh 
dengan tinjauan skripsi sebelumnya, dalam skripsi yang disusun oleh 
saudara Mohammad Agung Firmansyah juga tidak memaparkan dampak 





c. Skripsi yang berjudul “Pemberian Remisi terhadap Narapidana 
Koruptor yang Berkedudukan sebagai Justice Collaborator” yang 




13 Zaky Musa As’ary, “Kebijakan Penghapusan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi dalam 
Perspektif Hukum dan HAM”, Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm. 1.
  
14 Mohammad Agung Firmansyah, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian 
Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 







Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, lebih membahas 
mengenai syarat pemberian remisi terhadap narapidana koruptor yang 
dianggap semakin ketat melalui syarat harus bersedia menjadi justice 
collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi. Menjadi justice 
collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi memang tidaklah 
mudah, namun hal itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan 
remisi.
15 
d. Jurnal hukum dan pembangunan ke-44 nomor 4 pada bulan Oktober- 
 
Desember 2013 oleh Edie Toet Hendratno yang berjudul “Kebijakan 
 
Pemberian Remisi Bagi Koruptor, suatu Telaah Kritis dari Perspektif 
 
Sosiologi Hukum”. Jurnal tersebut berisi mengenai pemidanan 
maksimal yang seharusnya diberikan kepada pelaku korupsi tanpa 
adanya remisi. Jurnal tersebut juga lebih menekankan pada 
ketidaksetujuan penulis terhadap pemberian remisi kepada narapidana 
korupsi karena korupsi merupakan kejahatan HAM atau kemanusiaan, 
sehingga tidak boleh mendapat keistimewaan ketika dijatuhi pidana. 
Jurnal tersebut tidak berfokus pada sudut pandang dari tokoh 
masyarakat di lingkungan sekitar penulis mengenai remisi terhadap 
narapidana korupsi, melainkan hanya pemikiran penulis sendiri serta 








 Yunita Octavia Siagian, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor yang 
Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera 
Utara Medan, 2018, hlm.ix. 






Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa 
penulisan hukum yang telah dilakukan tersebut tidak ada satupun yang 
memfokuskan pada sudut pandang dari masyarakat atau tokoh masyarakat 
sekitar para penulis tersebut, terkait dengan kebijakan pemberian remisi 
terhadap narapidana korupsi. Penulisan yang membedakan antara penulis 
sendiri dengan para penulis di atas adalah lebih fokus pada perspektif 
masyarakat di lingkungan penulis sendiri mengenai dampak pemberian 




2. Tinjauan Tentang Penelitian Sosiologis 
a. Definisi dan Jenis Penelitian Hukum 
 
Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yakni 
research yang berarti mencari kembali. Kata research berasal dari 
bahasa Latin, reserare yang berarti mengungkapkan atau membuka, 
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi riset. 
Penelitian berarti mencari kembali sesuatu yang berupa pengetahuan 
yang benar, yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau 
ketidaktahuan akan suatu hal.
17 
 
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian merupakan 
suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara 





17 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: 







sudut pandang yang berbeda dari Soerjono Soekanto, mengatakan 
bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan, 
mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau 
permasalahan guna mencari pemecahan terhadap suatu permasalahan. 
Penelitian secara sederhananya adalah kegiatan pemeriksaan, 
penyelidikan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data 
yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan 




Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan maupun teknologi yang memerlukan sebuah metode 
atau metodologi. Metodologi penelitian yang akan diterapkan harus 
senantiasa diselaraskan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi 
induknya. Ilmu pengetahuan memiliki identitasnya masing-masing, 
sehingga dalam melakukan suatu penelitian akan ilmu pengetahuan 
tertentu akan berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya.
19 
 
Penelitian yang akan dilakukan memerlukan sebuah cara atau 
metode yang biasa disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian 
merupakan suatu cara yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah melalui serangkaian kegiatan menganalisis dan menginterpretasi 




18 Ibid., hlm. 125-126.  
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 







mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga 
memberikan manfaat bagi umat manusia. Penelitian dapat dikatakan 




1) Memiliki tujuan tertentu yang jelas. 
 
2) Sistematis, yakni mengikuti metode dan tahap-tahap yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara keilmuan, sehingga hasilnya 
menjadi akurat dan dapat dipercaya kebenarannya. 
 
3) Penelitian ilmiah yang bersifat empiris, data yang diperoleh harus 
bersifat empiris dengan cara mengumpulkan data di lapangan, 
sehingga pendapat-pendapat yang bersifat subjektif harus diuji 
dengan data empiris, untuk dapat menarik suatu kesimpulan 
penelitian. 
 
4) Penelitian harus bersifat objektif dengan menghindari perasaan 
dan prasangka-prasangka yang bersifat subjektif, sehingga 
menghasilkan kesimpulan penelitian apa adanya, bukan apa yang 
diharapkan. 
 
5) Penelitian harus terbuka terhadap kritik atau terbuka untuk publik, 
sehingga dapat diuji dan dikritisi oleh pihak yang berkepentingan. 
 
6) Penelitian dapat digeneralisasi meskipun penelitian yang dilakukan 






20 Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Depok: Rajawali Pers, 







suatu objek harus bersifat generalisasi bila perlu menggunakan 
metode statistik. 
 
7) Penelitian harus bersifat replikasi atau pengulangan yakni 
memberi kemungkinan agar penelitian tersebut dapat dilakukan 
kembali oleh pihak sendiri maupun pihak orang lain. 
 
Penelitian harus dilakukan berdasarkan kategorinya. Kategori 
penelitian yang dapat dilakukan seseorang dalam meneliti sesuatu, 
terbagi menjadi tiga jenis yaitu
21
: 
1) Penelitian Eksploratif 
 
Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan, 
penjelasan dan data tentang hal-hal yang belum diketahui. 
 
2) Penelitian Deskriptif 
 
Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau 
melukiskan suatu fenomena atau permasalahan di daerah tertentu 
disaat tertentu. Peneliti dalam penggunakan jenis penelitian ini 
harus berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnya dan 
apa adanya, tidak diperkenankan untuk melakukan penambahan 
atau pengurangan fakta. 
 
3) Penelitian Eksplanatoris 
 
Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan, memperkuat, atau 
menguji suatu teori atau hipotesis. Penelitian ini digunakan untuk 










dengan segala gejala sosial yang lain atau apakah suatu variabel 
berhubungan erat dengan variabel lainnya. 
 
Penelitian hukum juga harus memperhatikan jenis pendekatannya. 
Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori 
penelitian yang akan digunakan dalam membatasi peneliti dalam 
mengeksplorasi landasan konseptual yang akan membedah objek 
penelitian. Penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan normatif, 
normatif-empiris, maupun empiris sosial. Berikut beberapa jenis 
pendekatan penelitian yang dirumuskan oleh Abdulkadir Muhammad
22
: 
1) Penelitian hukum normatif. 
 
Penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa 
produk prilaku hukum. 
 
2) Penelitian hukum normatif-empiris. 
 
Penelitian ini menggunakan studi kasus hukum yang merupakan 
produk prilaku hukum sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat 
gabungan dua tahap kajian, yakni kajian mengenai hukum normatif 
yang berlaku dan kajian mengenai penerapan pada peristiwa in 
concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
3) Penelitian hukum empiris. 
 
Penelitian ini menggunakan perilaku hukum yang berlaku di 












bertolak pada hukum positif tertulis yang berlaku, melainkan 
harus merupakan hasil dari observasi di lokasi penelitian. 
 
Pendekatan penelitian hukum empiris sering disebut juga 
penelitian sosiologis. Definisinya tidak berbeda dengan penelitian 
empiris, hanya saja penelitian dengan metode sosiologis menggunakan 
data primer atau data yang diperoleh secara langsung.
23
 Peneliti yang 
menginginkan penelitian dengan sifat konsisten antara dasar 
paradigma dengan tujuan penelitian (perubahan hukum) yang 
disebabkan karena adanya masalah hukumnya seperti rendahnya 
akomodasi terhadap rasa keadilan, maka metode penelitian hukum 
yang relevan adalah metode penelitian hukum sosiologis dengan 




b. Penelitian Sosiologis 
 
Penelitian hukum dianggap sebagai penelitian non-ilmiah, sebab 
hukum merupakan suatu fenomena atau gejala yang bersifat normatif. 
Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hukum menjadi 
kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia didalam 
pergaulan hidup masyarakat. Sehingga muncul sebuah hipotesis 




23 Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan 
Penelitian Hukum Sosiologis”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 2, Mei, 2013, hlm. 
309.
 
24 Ibid., hlm. 311.  








Orang yang memandang bahwa ilmu hukum berasal dari berbagai 
ilmu lain seperti ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lain-lain 
maka berkembanglah penelitian yang lazim disebut dengan social-
legal research atau sosiologi hukum. Penelitian ini berfokus pada 
perilaku manusia, baik individu maupun masyarakat yang berkaitan 
dengan hukum. Sosio-legal atau bisa disebut sosiologis tersebut 
dibangun untuk menunjukkan bahwa ilmu hukum tidak terkungkung 
hanya penelitian dogmatis saja tetapi juga dapat diperoleh dari ilmu-




Hukum dan masyarakat secara sosiologis pernah diteliti oleh Max 
Weber dan Emile Durkheim. Tulisan-tulisan tersebut menjadi dasar 
bagi sosiologi hukum hingga saat ini. Ilmuan lainnya mengembangkan 




Studi sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan 
menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. 
Keberadaan studi sosio-legal sebenarnya bukanlah studi yang baru. 
Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan “hibrida” dari studi 
besar tentang ilmu hukum dan cabang ilmu hukum lainnya dari 




26 Suteki dan Galang Taufani, op.cit., hlm.184.  
27 Ibid., hlm. 45.  
28 Sulistyowati Irianto, et al., Kajian Sosio-Legal, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: 







Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dapat dipelajari 
dan digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Melalui 
pendekatan sosiologi, maka substansi hukum dapat lebih digambarkan 
secara lebih mendasar. Isu-isu yang dapat dipelajari juga bisa sangat 
beragam seperti proses pembuatan hukum, studi mengenai pengadilan 
(courtroom studies), proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 
korupsi, isu hukum lingkungan masyarakat serta pemberdayaan 
sumber daya alam, isu hukum menyangkut perburuhan dan keadilan 
gender, dan lain sebagainya.
29 
 
Studi sosio-legal atau sosiologis memberikan sumbangan terhadap 
ilmu hukum yang paling utama adalah dalam bidang metodologinya. 
Metode sosio-legal seperti menunjukkan suatu ruang perbincangan 
mengenai akar pohon ilmu hukum yakni keberadaan dan perkembangan 
hukum di masa lalu. Kebutuhan menggunakan pendekatan ilmu doktriner 
dan penelitian hukum empiris akan sangat tergantung pada permasalahan 




c. Perbandingan Sosio-Legal di Negara Belanda dan Indonesia 
 
Pendekatan sosio-legal pada masa kini berkembang semakin luas 
walaupun di dunia akademik hukum pengakuan pendekatan tersebut 





29 Ibid., hlm. 5.  






masih sangat terbatas. Berikut gambaran mengenai perkembangan 
studi sosio-legal di dunia akademik Belanda dan Indonesia
31
: 
1) Studi Sosio-legal (Sosiologis) di Belanda 
 
Para dosen di Belanda secara klasik mengajarkan hukum 
berinduk pada mata kuliah Philosophy of Law, Sociology of Law, 
Antropology of Law, dan General Jurisprudence. Kedudukan 
mata kuliah tersebut pada umumnya bersifat wajib di setiap 
universitas yang ada di Belanda. Nuansa dan perspektif sosio-
legal memasuki ranah hukum yang paling digemari. 
 
Dosen yang mengampu mata kuliah tersebut dengan berbagai 
literatur dalam studi hukum dan masyarakat yang terus 
berkembang pesat, maka pada akhirnya mereka akan memasuki 
wilayah studi sosio-legal. Mata kuliah baru bermunculan seperti 
Law and Culture, Law and Society, Law Society and Justice, 
Comparative Legal Cultures, History of Law dan Het Recht en de 
Rechtproblemen can Burgers, Migration Law, Sociology and 
Religion, Anti Discrimination Law, Alternative Dispute Sttlement, 
Justice Safety and Security dan Comparative Legal Cultures. 
Sosio-legal di Belanda juga terlahir dari genre yang klasik, 
bermetamorfosis menjadi berbagai macam mata kuliah yang 
sifatnya baru seperti yang telah disebutkan sebelumnya dengan 










kebudayaan, hukum dengan masyarakat dan hukum dengan 
keadilan. 
 
Fakultas Hukum di Universitas Leidon memiliki lembaga 
penelitian yang bernama Van Vallenhoven Institute, yang menurut 
sejarahnya sangat dekat kajiannya dengan kajian hukum di 
Indonesia. Studi sosio-legal sangat kuat dikembangkan di lembaga 
itu, baik dalam bentuk pengajaran, penelitian, publikasi maupun 
koleksi perpustakaan yang pada akhirnya membentuk jaringan 
dengan sarjana sosio-legal di berbagai negara seperti di Indonesia, 
Cina dan Afrika. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat 
diketahui bagaimana kedudukan studi hukum alternatif, baik studi 
klasik maupun studi sosio-legal di Fakultas Hukum Belanda. 
2) Studi Sosio-legal (Sosiologis) di Indonesia 
 
Universitas di Indonesia memiliki persamaan dengan 
Universitas di Belanda yakni menempatkan mata kuliah Filsafat 
Hukum menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Mata kuliah 
Sosiologi Hukum memiliki kedudukan yang bervariasi di setiap 
universitas yang ada di Indonesia. Mata kuliah selain Sosiologi 
Hukum yang memiliki kedudukan yang bervasiasi di berbagai 
Universitas di Indonesia adalah Antropologi Hukum. 
 
Fakultas hukum di berbagai Universitas yang ada di Indonesia, 
kemungkinan besar dosen yang mengajar Antropologi Hukum dan 






Tahun 2007 dan 2008 kerja sama semacam ini direvitalisasi lagi 
melalui kursus yang diselenggarakan atas kerja sama Van 
Vallenhoven Institute dan Jurusan Hukum dan Masyarakat, FHUI. 
 
Studi hukum doktriner dalam suatu pendidikan tinggi hukum 
akan lebih diperkaya apabila dapat menyediakan sedikit ruang 
bagi studi hukum sosio-legal. Pendekatan interdisipliner ini akan 
membantu mahasiswa dan dosen untuk menemukan dan 
menjelaskan keterkaitan hukum dengan masyarakat. Sarjana 
hukum professional akan lahir melalui pendekatan interdisipliner 
tersebut, dengan tidak hanya memahami tentang ilmu hukum saja, 
tetapi juga insan hukum yang dapat berfungsi maksimal karena 
pemahaman dari para sarjana hukum mengenai sendi-sendi 
keadilan masyarakatnya sendiri. 
 
Penelitian yang bersifat sosiologis belum terlalu banyak 
diminati oleh Fakultas Hukum di Indonesia, sebab paradigma dari 
beberapa dosen menganggap penelitian hukum hanya seputar 
normatif semata. Negara Belanda, dalam penelitiannya yang 
bersifat sosiologis justru sangat digemari oleh para dosen maupun 
mahasiswanya, sebab paradigma dosen di Belanda menganggap 







F. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field 
research. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengambil data 
langsung di lapangan (biasanya data primer). Penelitian lapangan 
hakikatnya merupakan suatu metode khusus dan bersifat realistis terhadap 
adanya suatu fenomena dan tengah terjadi di lingkungan masyarakat.
32
 
Penelitian jenis lapangan juga merupakan salah satu metode pengumpulan 
data dalam penelitian yang sifatnya kualitatif yakni tidak memerlukan 
bekal pengetahuan yang mendalam seperti literatur yang digunakan dan 
kemampuan tertentu dari pihak penulis.
33
 Penelitian ini dilakukan dengan 
cara terjun ke lingkungan masyarakat, dengan harapan dapat memperoleh 
informasi dari masyarakat mengenai fenomena yang akan diangkat dalam 
karya tulis ini salah satunya proses bekerjanya hukum di lingkungan 
masyarakat. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris. Penelitian 
empiris merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang melakukan 
penelitian data-data hukum yang ada di lapangan, seperti data hukum dalam 
penerapannya, fenomena hukum dalam masyarakat, masalah keampuhan dan 
keefektivitas hukum, penegakan dan penerapan hukum, kepatuhan 
 
 
32 Suteki dan Galang Taufani, op.cit., hlm. 147.  
33
 Wikipedia, Penulisan Lapangan, 
https://id.wikipedia.org/wiki/Penulisan_lapangan#cite_note-Field-2, diakses pada hari Jumat, 18 






hukum, masalah ligitasi dan penyelesaian sengketa, dan sebagainya.
34
 
Pendekatan empiris dilakukan dengan mengambil objek kajian terhadap 
segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab 
pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara runtut, 
dengan jalan meneliti data lapangan melalui observasi. 
 
3. Sumber Data 
 
Sumber data pada penelitian ini adalah Data Primer. Data primer 
merupakan suatu sekumpulan informasi atau data yang diperoleh seorang 
penulis secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara pihak lain 
yang kemudian dikumpulkan lalu data tersebut diolah sendiri atau diolah oleh 
suatu organisasi.
35
 Contoh yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sumber 
data primer yakni dengan mewawancarai langsung mengenai pemahaman 
hukum masyarakat, melalui kegiatan seperti wawancara, observasi, 
pengamatan, angket, dan sebagainya.
36
 Fokus penulis dalam mendapatkan 
sumber data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan beberapa 
tokoh masyarakat seperti Kelurahan Kabupaten Brebes, Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) di Kabupaten Brebes, Kejaksaan Negeri Brebes, 
serta masyarakat Brebes lainnya dengan latar belakang yang berbeda-beda. 
Penulis juga menggunakan sumber internet sebagai tinjauan dalam mencari 







34 Munir Fuady, op.cit., hlm. 136.  







4. Metode Pengumpulan Data 
 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi. 
Metode survei atau observasi adalah suatu metode yang tidak 
menggunakan sistem atau data yang dibentuk (dimanipulasi) tetapi 
langsung diadakan pengukuran terhadap fakta yang ada untuk kemudian 
dilihat korelasi-korelasi dari fakta-fakta yang berbeda.
37
 Penulis akan 
melakukan observasi disuatu tempat, memberikan draf wawancara serta 
melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat secara langsung. Draf 
wawancara atau angket adalah teknik pengumpulan data yang berisi 
sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspons oleh 
responden atau informan.
38
 Data hasil observasi tersebut akan disusun 
secara rapi dengan susunan narasi atau laporan cerita agar pembaca dapat 
memahami informasi yang akan penulis sampaikan dalam karya tulis ini. 
 
5. Metode Analisis Data 
 
Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan alur 
berpikir induktif. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis data yang tidak 
menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, namun dilakukan 
melalui berbagai cara seperti interview dan komunikasi mendalam (indepht 
interview), observasi baik terlibat atau tidak, case study, pilot project, 
kelompok eksperimen, analisis teks, analisis grounded, grup terfokus, analisis 
dokumenter dan sebagainya.
39
 Alur berpikir induktif 
 
 
37 Ibid.  
38 Suteki dan Galang Taufani, op.cit, hlm. 218.  






merupakan suatu pemikiran yang berawal dari preposisi khusus dan 
berkedudukan sebagai hasil pengamatan yang kemudian berakhir pada 
suatu kesimpulan yang secara utuh dan sifatnya sangat umum.
40
 Penulis 
lebih memfokuskan pada kualitatif karena penulisan yang akan dilakukan 
tidak membutuhkan data angka atau numerik melainkan membutuhkan 
data berbentuk narasi atau laporan untuk meneliti masalah-masalah dan 




F. Sistematika Penulisan 
 
Laporan penelitian ini disusun dalam empat bab yang masing-masing 
saling berkaitan. Keempat bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan 
permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan penulisan yang merupakan 
alasan utama dilakukan penelitian ini, manfaat penulisan, tinjuan pustaka yang 
terbagi atas dua pembahasan yakni tinjauan mengenai penelitian terkait dan 
tinjauan mengenai penelitian sosiologis, metode peneltian dan sistematika 
penulisan laporan. 
 
Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini membahas landasan teori dari kebijakan 
remisi, perkembangan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, tindak pidana 
korupsi, serta perbandingan kebijakan remisi dalam Rancangan Undang-Undang 










12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Isi dari kajian pustaka juga akan 
menjelaskan secara umum mengenai remisi bagi narapidana korupsi dari 
berbagai sumber atau referensi. 
 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, membahas hasil 
observasi atau penelitian di lapangan mengenai cara pandang atau tanggapan 
dari tokoh masyarakat Kabupaten Brebes terhadap pemberian remisi bagi 
narapidana korupsi di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Data yang 
diperoleh akan dianalisis mengenai dampak positif serta negatif dari pemberian 
remisi bagi narapidana korupsi menurut sudut pandang tokoh masyarakat di 
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Bab ini juga akan dibahas mengenai 
perkembangan kasus korupsi di Kabupaten Brebes berdasarkan data yang 
diperoleh di lapangan. 
 
Bab IV Penutup. Bab ini membahas kesimpulan yang merupakan jawaban 
dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, 














A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi 
 
1. Definisi Tindak Pidana 
 
Istilah tindak pidana sesungguhnya menggantikan kata “strafbaar 
feit” yang berarti suatu pelanggaran terhadap norma. Istilah lain dari 
“strafbaar feit” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat 
dijumpai seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan 
yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, tindak pidana, 
dan sebagainya. Ahli hukum maupun sarjana hukum pidana di Indonesia 
lebih mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri asalkan istilah yang 




Moeljatno merupakan salah satu contoh yang memilih untuk 
menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengungkapkan definisi dari 
tindak pidana. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana merupakan 
suatu rangkaian perbuatan yang keberadaannya dilarang oleh undang-
undang dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana bagi siapa saja 







 Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas 













Enschede memiliki sudut pandang yang berbeda dari Moeljatno, 
menurutnya perbuatan pidana adalah segala bentuk perbuatan atau 
tingkah laku manusia yang memenuhi rumusan delik atau kejahatan, 
melawan hukum dan dapat dicela. Definisi tersebut telah mencangkup 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
43
 Definisi yang 
berbeda tersebut memberikan arti sederhana bahwa tindak pidana tidak 
terlepas dari suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku 
di lingkungan masyarakat. 
 
 
2. Unsur dan Jenis Tindak Pidana 
 
Tindak pidana menjadi suatu pengertian mendasar dalam 
pembahasan hukum pidana. Tindak pidana dalam pengertian yuridis, 
merupakan suatu perbuatan yang memiliki padanan istilah serupa dan 
biasanya digunakan dalam peraturan perundang-undangan seperti 
“perbuatan jahat” atau “kejahatan”. Pengertian perbuatan pidana 












42 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi), Yogyakarta: Cahaya Atma 
Pustaka, 2016, Cet. ke-1, hlm.121-122.
 
43 Ibid., hlm. 122-125.  






Perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila 
memenuhi keseluruhan unsur-unsur tertentu. Berikut beberapa pendapat 
dari para penulis hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana
45
: 
a. D. Simons mengatakan bahwa terdapat lima unsur tindak pidana, 
diantaranya: 
 
1) Perbuatan manusia. 
 
2) Diancam dengan hukuman atau pidana. 
 
3) Melawan hukum atau aturan. 
 
4) Dilakukan dengan sadar dan terdapat unsur kesalahan. 
 
5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
 
b. Van Hamel mengatakan bahwa terdapat empat unsur tindak pidana, 
yakni: 
 
1) Perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam suatu undang-
undang. 
 
2) Melawan hukum. 
 
3) Dilakukan dengan kesalahan. 
 
4) Perbuatan yang patut dipidana. 
 




2) Memenuhi rumusan undang-undang (asas legalitas). 
 













Unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan di atas, dapat 
dikatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan, 
perbuatan bersifat melawan hukum, terdapat unsur kesalahan, dan 
dilakukan oleh orang yang telah cakap hukum. Terdapat beberapa jenis 
tindak pidana yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang telah 




a. Kejahatan dan Pelanggaran. Jenis yang pertama ini 
mengklasifikasikan kejahatan dan pelanggaran dalam lingkup yang 
berbeda. Tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
pada buku kedua dan ketiga. 
 
b. Formil dan Materiil. Tindak pidana formil fokus pada suatu 
tindakan, sedangkan pada tindak pidana materiil hanya pada suatu 
akibat dari perbuatan yang dilakukannya. 
 
c. Delicta Commissionis, Delicta Omissionis dan Delicta Commissionis 
Per Omissionem Commissa. Jenis tindak pidana tersebut, dapat 
dijabarkan secara singkat sebagai berikut: 
 
1) Delicta commissionis adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 
peraturan perundang-undangan. 
 
2) Delicta omissionis adalah tidak melakukan perbuatan yang 
wajib dilaksanakan atau tidak melakukan perbuatan yang 












3) Delicta commissionis per omissionem commissa adalah suatu 
kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang 
menimbulkan akibat hukum. 
 
d. Konkret dan Abstrak. Tindak pidana yang bersifat konkret yaitu 
perbuatan pidana yang dapat dirumuskan secara materiil maupun 
formil. Contoh dari tindak pidana konkret seperti pembunuhan, 
pencurian, penganiayaan, dan sebagainya. Sedangkan pada tindak 
pidana yang bersifat abstrak hanya dapat dirumuskan secara formil 
saja. Contoh dari tindak pidana abstrak adalah menghasut seseorang 
untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana abstrak hanya 
menitikberatkan pada suatu perbuatan saja. 
 
e. Umum, Khusus dan Politik. Jenis tindak pidana tersebut dilihat dari 
subjek atau pelaku tindak pidananya. Jenis tindak pidana umum, sifat 
perbuatannya dapat dilakukan oleh siapa saja. Jenis Tindak Pidana 
khusus justru hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan 
kualifikasi tertentu. Tindak pidana politik yaitu perbuatan yang 
dilakukan berdasarkan keyakinan menentang tertib hukum yang 
berlaku. Tindak pidana politik erat kaitannya dengan konflik 
kepentingan antara warga negara dengan pemerintah. 
 
f. Tindak Pidana Merugikan dan Tindak Pidana Menimbulkan Keadaan 
Bahaya. Jenis tindak pidana ini, tidak berbeda dengan jenis tindak 
pidana konkret dan abstrak. Jenis tindak pidana yang merugikan atau 






kepentingan hukum individu. Perbuatan yang dimaksud seperti 
membunuh, mencuri, memperkosa, dan sebagainya. Jenis tindak pidana 
yang menimbulkan bahaya adalah perbuatan yang tidak merugikan atau 
menyakiti secara langsung. Perbuatan yang dimaksud adalah 
menyebarkan informasi di muka umum yang bersifat meresahkan 
masyarakat, menyebarkan ajaran sesat, dan sebagainya. 
 
g. Tindak Pidana Berdiri Sendiri dan Tindak Pidana Lanjutan. Jenis 
tindak pidana sebenarnya memiliki sifat yang berdiri sendiri. 
Perbuatan tersebut apabila dilakukan secara terus menerus maka 
akan bersifat tindak pidana lanjutan. Jenis tindak pidana tersebut 
sebenarnya hanya persoalan dalam penjatuhan pidananya saja. 
 
h. Tindak Pidana Persiapan, Percobaan, Selesai dan Berlanjut. Jan 
Remellink mengatakan bahwa jenis tindak pidana persiapan memiliki 
persamaan dengan jenis tindak pidana abstrak. Tindak pidana persiapan 
hanya menimbulkan bahaya namun tidak memenuhi unsur tindak 
pidana percobaan. Contoh dari tindak pidana percobaan adalah 
pemufakatan jahat. Tindak pidana percobaan merupakan suatu tindak 
pidana mendekati tujuan perbuatan tersebut namun tidak selesai karena 
kehendaknya sendiri. Tindak pidana selesai merupakan suatu tindakan 
yang telah memenuhi rumusan tindak pidana dan menimbulkan suatu 
keadaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jenis tindak 






tindak pidana yang telah selesai dilakukan namun tindakan tersebut 
tetap dilakukan secara terus menerus atau berlanjut. 
 
i. Tindak Pidana Tunggal dan Gabungan. Jenis tindak pidana tunggal 
berfokuskan pada keadaan pelaku yang hanya dapat dipidana dengan 
satu jenis perbuatan yang dilarang saja. Perbuatan-perbuatan yang 
lebih dari satu dan mengandung unsur relevan antara satu sama lain 
maka perbuatan tersebut dapat dipidana dengan penggabungan 
perbuatan-perbuatan yang relevan tersebut. 
 
j. Tindak Pidana Biasa dan Aduan. Jenis tindak pidana biasa 
menegaskan bahwa dalam melakukan proses hukum terhadap suatu 
perkara tidak diperlukan sebuah aduan. Tindak pidana aduan 
merupakan jenis tindak pidana yang perkaranya membutuhkan suatu 
aduan. 
 
k. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana Terkualifikasi. Jenis 
tindak pidana sederhana adalah sebagaimana yang telah dirumuskan 
pembentuk undang-undang. Tindak pidana terkualifikasi merupakan 
tindak pidana dengan pemberatan karena suatu keadaan tertentu. 
Contoh dari tindak pidana terkualifikasi adalah penggelapan dalam 
jabatan dan pembunuhan berencana. 
 
l. Tindak Pidana Kesengajaan dan Kealpaan. Kesengajaan atau dolus 
adalah suatu tindak pidana yang menghendaki adanya kesalahan 






yang menghendaki adanya kesalahan berupa kealpaan dalam 
rumusan suatu tindak pidana. 
 
 
3. Definisi dan Perkembangan Korupsi di Indonesia 
 
Korupsi merupakan suatu kejahatan yang menyerang harta benda 
setiap manusia dan secara esensial serupa dengan ghulul yakni suatu 
penghianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang 
(ghanimah) serta dilakukan oleh orang-orang yang tidak 
bertanggungjawab. Korupsi tidak terlepas dari istilah suap (risywah) dan 
penyalahgunaan wewenang. Perbuatan tersebut apabila dilakukan secara 
tersembunyi disebut pencurian dan apabila dilakukan secara terang-
terangan disebut sebagai perampokan.
47 
 
Korupsi telah merusak segi-segi moral, sifat serta menimbulkan 
keadaan yang busuk baik dalam jabatan di suatu instansi, aparatur 
pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan dan sebagainya.
48
 
Istilah korupsi dalam perbendaharaan bahasa Indonesia memiliki 
berbagai macam bentuk kata dan kata-kata tersebut diterima dengan baik 
oleh kalangan para ahli hukum di Indonesia, kata-kata tersebut seperti 










47 Agus Kasiyanto, op.cit., hlm. 31.  
48 Emy Julia Tucunan, “Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen, Volume 












a. Korup yang memiliki arti lain yakni kebusukan. Tindakan seperti 
menyukai menerima uang suap atau sogok, menggunakan atau 
memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun 
kepentingan kelompok, dan sebagainya. 
 
b. Korupsi artinya suatu perbuatan yang keji dan busuk seperti 
digambarkan pada suatu perbuatan penggelapan uang, penerimaan 
uang sogok dan sebagainya. 
 
c. Koruptor adalah orang atau kelompok orang yang melakukan 
tindakan korupsi. 
 
Korupsi  pada  mulanya  ditemukan  dalam  bahasa  Latin,  yaitu 
 
“corruptio” atau “corruptus” yang berarti kebusukan, keburukan, 
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan 
dari kesucian. Korupsi dalam bahasa Latin tersebut turun ke banyak 
bahasa Eropa seperti bahasa Inggris yaitu “corruption” atau “corrupt”, 
kemudian bahasa Perancis seperti “corruption” dan bahasa Belanda 
yakni “corruptie”.50 Korupsi disetiap negara memiliki berbagai macam 
bentuk kata dan makna yang sama yakni perbuatan yang tidak 





49 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan 
Tinggi, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kemendikbud, 2011, Cet. ke-1, 
hlm. 24.
  
50 Maidin Gultom, Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama, 







Black’s Law Dictionary mencatat bahwa korupsi merupakan suatu 
upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk 
menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok melalui mekanisme atau 
prosedur yang ilegal. Menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya 
seperti mengambil hak-hak orang lain merupakan salah satu cara untuk 
memperoleh keuntungan yang sifatnya menyalahi aturan. Keuntungan 
yang tidak diperoleh dengan baik selalu dilakukan oleh para koruptor 
melalui perbuatan yang cenderung berlawanan dengan kewajiban, 
peraturan dan mengambil hak-hak orang lain. 
 
Korupsi secara filosofis adalah perampasan Hak Asasi Manusia 
(HAM) dalam hal hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera melalui 
penyalahgunaan kekuasaan (pemerintahan). Korupsi secara yuridis telah 
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia 
karena korupsi merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi 
negara. Korupsi secara sosiologis merupakan persoalan utama disetiap 
negara yang sudah bercabang di birokrasi dan pengadilan dengan modus 




Korupsi bermakna suatu perbuatan yang sifatnya busuk, jahat dan 
merusak sendi-sendi moral dalam lingkungan masyarakat. Perbuatan 
korupsi juga selalu dikaitkan dengan suatu hal yang bersifat amoral, sidat 










atau aparatur pemerintah, maupun penyelewengan kekuasaan dalam 
jabatan karena pemberian. Korupsi juga tentunya tidak terlepas dari 
faktor ekonomi dan politik seperti penempatan keluarga atau golongan 




4. Unsur dan Jenis Tindak Pidana Korupsi 
 
Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan politik 
untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan 
cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
53
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab II tentang tindak pidana 
korupsi disebutkan secara jelas bahwa tindak pidana korupsi harus 
memiliki unsur perbuatan melawan hukum. Melawan hukum tersebut 
memiliki arti yakni tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain 
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
54 
 
Unsur-unsur perbuatan korupsi berdasarkan Undang-Undang 








52 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan 
Tinggi, op.cit., hlm 24.
  
53 Molas  Warsi  Nugraheni,  “Pendidikan  Antikorupsi  dalam  Model  Pembelajaran  Bahasa  
Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 
2010/2011”, Transformatika, Volume 12, Nomor 1, Maret, 2016, hlm. 16.  
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Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang 
 




a. Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri. 
 
Sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang, baik atas 
inisiatif sendiri maupun karena diperintah oleh orang lain dengan 
maksud dan tujuan tertentu. Tindakan tersebut berupa usaha untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain bahkan suatu korporasi.
56 
b. Melawan Hukum. 
 
Melawan hukum berasal dari kata wederrechtelijk yang diartikan 
sebagai melawan undang-undang, kepatutan, kehati-hatian, dan 
kesusilaan.
57 
c. Dengan Tujuan Memperkaya Diri Sendiri. 
 
Upaya untuk menguntungkan diri sendiri secara materi dalam bentuk 
kedudukan, jabatan, gelar, kehormatan, penghargaan dan sebagainya. 
 
d. Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara. 
 
Keuangan negara adalah kekayaan yang dimiliki oleh negara dalam 
bentuk apapun, termasuk hak dan kewajiban. Perekonomian negara 
adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
58







55 Ibid.  
56 Ende Hasbi Nassarrudin, Kriminologi, Bandung: Pustaka Setia, 2016, Cet. ke- 1, hlm. 294.  
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tersebut adalah negara yang secara langsung mengalami kerugian 
materiil. 
 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi secara konseptual, terdapat 7 




a. Korupsi Transaktif (Transactive Corruption). 
 
Jenis tindak pidana dengan menunjukkan bentuk kesepakatan timbal 
balik antara kedua belah pihak yakni pihak pemberi dan pihak penerima 
demi memenuhi atau mencapai suatu keuntungan. Kesepakatan yang 
telah dicapai menimbulkan keaktifan dari kedua belah pihak sehingga 
pihak-pihak tersebut mengusahakan semaksimal mungkin untuk 
mencapai keuntungan untuk kedua-duanya. 
b. Korupsi yang Memeras (Extirtive Corruption). 
 
Jenis korupsi ini lebih menekankan pada suatu pemaksaan dari pihak 
pemberi untuk melakukan tindakan menyuap dengan tujuannya 
untuk mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, 
kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. 
 
c. Korupsi Investif (Investive Corruption). 
 
Korupsi jenis ini merupakan suatu pemberian barang maupun jasa 







59 Anom Wahyu Asmorojati, “Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak 








keuntungan tertentu, kecuali suatu keuntungan tersebut dapat 
diperkirakan bisa diperoleh pada masa yang akan datang. 
 
d. Korupsi Perkerabatan (Nepotistic Corruption). 
 
Terhadap persoalan jabatan, menunjuk orang atau pihak kerabat 
dekat secara tidak sah dengan memberikan pekerjaan dibidang 
keuangan atau bentuk lain secara bertentangan dengan norma atau 
peraturan yang berlaku. 
 
e. Korupsi Defensif (Defensive Corruption). 
 
Dalam kasus korupsi jenis ini, pemberi tidak bersalah namun 
penerima yang bersalah. 
 
f. Korupsi Otogenik (Autogenic Corruption). 
 
Bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain atau tidak ada 
intervensi dari pihak lain. 
 
g. Korupsi Dukungan (Supportive Corruption). 
 
Tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat 
korupsi yang telah ada. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan 


















a. Korupsi yang Mensyaratkan Adanya Kerugian Negara. 
 
Tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yunus Husein mengatakan 
bahwa ketentuan mengenai merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara disebabkan oleh tiga kemungkinan. Pertama, 
transaksi barang dan jasa. Kedua, transaksi yang terkait dengan utang 
piutang. Ketiga, transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. 
b. Tindak Pidana Penyuapan 
 
Suap diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang 
penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan 
jabatannya. Suap secara normatif telah diatur dalam berbagai rumusan 
pasal, akan tetapi dilihat dari jenisnya terdiri dari dua jenis yaitu suap 
aktif (active bribery) dan suap pasif (passive bribery). Terdapat pula 
kategori pelaku pemberi dan penerima suap, yaitu penegak hukum dan 
non penegak hukum. Suap juga memiliki makna yang sama dengan 
tindak pidana jabatan yang disebabkan karena pemberian hadiah atau 
janji yang erat kaitannya dengan suatu jabatan seseorang. 
 
Tindak pidana korupsi jenis penyuapan dibagi atas dua kelompok, 
yang pertama adalah penyuapan aktif. Subjek dari penyuapan aktif 
adalah pemberi suap yang diatur dalam Pasal 209 dan 210 Kitab 






terhadap penguasa umum. Jenis kedua adalah penyuapan pasif, yaitu 
subjek hukumnya merupakan pegawai negeri yang menerima suap. 




Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 





Jenis Penyuapan Tindak Pidana Korupsi 
 
 Penyuapan Aktif Penyuapan Pasif  
      
 Tindak pidana korupsi   yang Tindak pidana pegawai negeri 
 memberi suap kepada  pegawai atau penyelenggara   negara 
 negeri atau penyelenggara yang menerima suap.  
 negara.        
       
 Tindakan memberi suap kepada Tindak pidana korupsi yang 
 hakim dan advokat. dilakukan   oleh hakim dan 
     advokat karena menerima suap 
     dari penyuap.   
         
     Tindak pidana korupsi yang 
     dilakukan oleh oknum pegawai 
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Tindakan suap kepada pegawai 







negeri atau penyelenggara 
negara dalam hal menerima 
hadiah atau janji. 
 
Tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh oknum pegawai 
negeri atau penyelenggara 
negara yang telah menerima 
hadiah dan diketahui perbuatan 
tersebut sebagai akibat telah 
 
melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam 
 





Tindak pidana korupsi hakim 
menerima hadiah atau janji. 
 
 
Tindak pidana korupsi advokat 
menerima hadiah atau janji. 
 
Tindak pidana korupsi pegawai 
negeri atau penyelenggara 






c. Penyalahgunaan Jabatan 
 
Tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Repiblik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, bahwa unsur subjek dalam penyalahgunaan jabatan 
adalah seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan 
untuk melaksanakan jabatan umum. Unsur objek dari dilakukannya 
perbuatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 
1) Berupa penggelapan uang atau surat berharga. 
 
2) Membiarkan orang lain mengambil uang atau surat berharga. 
 
3) Membiarkan orang lain melakukan penggelapan uang atau surat 
berharga. 
 





Pemerasan memiliki unsur menyalahgunakan kekuasaan yang 
dihubungkan dengan perbuatan yang memaksa. Memaksa dapat 
diartikan sebagai suatu perbuatan dengan menekan kehendak orang 
lain yang sifatnya bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan 
itu sendiri. Paksaan berkaitan dengan tindakan orang yang dipaksan 
melakukan suatu berupa memberikan sesuatu, membayar, atau 
menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan 








Perbuatan curang yang diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya ditujukan kepada 
pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan. Perbuatan 
curang adalah melakukan perbuatan yang tidak jujur dalam 
melakukan pekerjaan membangun atau menyerahkan bangunan. 
 
f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan 
 
Subjek dalam perbuatan tersebut adalah pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang secara sengaja turut serta baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan 
atau persewaan. Ikut serta adalah mengambil keuntungan pribadi 
dari kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan dengan 
bentuknya yang bermacam-macam. 
 
g. Terkait Peneriamaan Gratifikasi63 
 
Black’s Law Dictionary memberikan definisi mengenai gratifikasi atau 
gratification yakni sebuah pemberian yang dapat diberikan atas apa 
yang diperolehnya dalam bentuk suatu bantuan atau keuntungan. 
Gratifikasi hanya ditunjukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara sebagai suap apabila terdapat bukti kuat. Gratifikasi tidak akan 










kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat Indonesia menganggap 
pemberian hadiah atau gratifikasi adalah sebuah kebiasaan atas 
kultur budaya Indonesia. Hadiah atau gratifikasi tersebut yang 
kemudian berkembang dan berubah makna sebagai ancaman dalam 
kerugian negara. Perumusan pada Pasal 12B dan 12C Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
mengenai gratifikasi merupakan bentuk respon atas perilaku pegawai 
negeri yang seharusnya bekerja melayani publik justru hanya 
mengharapkan mendapatkan hadiah atau gratifikasi tersebut. 
 
 
5. Perkembangan dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia 
Sejarah perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, diawali 
 
dari masa penjajahan kolonial Belanda. Alasan Belanda menjajah 
Indonesia karena perilaku kaum elite yang lebih menyukai untuk 
menguntungkan atau memperkaya diri sendiri dengan cara menumpuk 
harta. Budaya tersebut turut menyuburkan perilaku korupsi di Indonesia. 
Perilaku korupsi mulai merambah luas ke dalam sistem budaya sosial 
politik melalui tokoh local yang sengaja dijadikan alat politik oleh para 










Upaya Belanda untuk memperkaya diri dengan cara mengisap hak 
dan kehidupan rakyat Indonesia yakni memaksa rakyat Indonesia untuk 
membayar pajak kepada penjajah Belanda. Penindasan atas penduduk 
Indonesai juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yakni 
penyelewengan pelaksanaan melalui sistem tanam paksa. Hasil dari 
tanam paksa yang gagal akibat bencana pada prakteknya rakyat 
Indonesia yang menanggung sendiri kerugian tersebut. Berbagai langkah-
langkah pembentukkan hukum untuk mengatasi masalah korupsi di 
Indonesia pada saat itu telah dilakukan seperti berlakunya Undang-
Undang Hukum Pidana pada tanggal 1 Januari 1918.
65 
 
Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, akan tetapi 
warisan kolonial Belanda yang masih ada setelah kemerdekaan Indonesia 
adalah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme yang tercermin dari 
perlaku pejabat-pejabat pemerintahan yang ada pada era orde lama. 
Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai dengan 
pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut pada intinya 
mengatur mengenai tata cara pencegahan dan pemberantasan korupsi, 
akan tetapi pengaturan tersebut masih lemah keberadaannya karena 
korupsi sebenarnya bukan perbuatan pidana yang berdiri sendiri. A.H 










Prodjodikusumo pada tahun 1963 menggalakan upaya pemberantasan 
korupsi kembali melalui “Operasi Budhi”.66 
 
A.H Nasution bersama dengan Wiryono Prodjodikusumo selama 
menjalankan tiga bulan Operasi Budhi, keuangan negara dapat diselamatkan 
dari pelaku tindak pidana korupsi sebesar kurang lebih Rp. 11 Miliyar. 
Operasi Budhi yang telah berjalan tiga bulan tersebut ternyata dianggap 
mengganggu prestige Presiden, sehingga Operasi Budhi dihentikan dan 
digantikan dengan KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparat 
Revolusi). Kotrar mulai berjalan dengan ketuanya adalah Presiden Soekarno 
yang dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Pada masa itu, 
ternyata pemberantasan korupsi mengalami stagnasi.
67 
 
Persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme berkembang dan tumbuh 
secara cepat di pemerintahan Orde Baru dan masa reformasi. Pemerintah 
pada masa itu berusaha melakukan upaya preventif dan represif melalui 
pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai korupsi. Subjek 
tindak pidana korupsi juga ditentukan sebagai berikut
68
: 
a. Badan Hukum. 
 
b. Pegawai Negeri dengan kriteria yang menerima gaji atau upah dari 
keuangan negara atau daerah dan badan hukum. 
 





66 Ibid., hlm. 128-129.  
67 Ibid., hlm. 130-131.  






d. Perbuatan gratifikasi dan sebagainya. 
 
Pada masa reformasi diterapkan ancaman hukuman bagi pelaku korupsi 
seperti ancaman hukuman mati dan pidana denda. Peraturan mengenai 
korupsi di era saat ini, telah diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pemberantasan korupsi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari 
payung hukumnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Upaya melalui penguatan regulasi tentu dibutuhkan mengingat 
Indonesia adalah negara hukum.
69
 Peraturan perundang-undangan lain 





a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 
(UNCAC) Tahun 2003. 
 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
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c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
 
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
 
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya diperkuat dengan 
regulasi serta pembaharuannya saja, namun juga diperkuat melalui kualitas 
dari aparat penegak hukum khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. 
Aparat hukum tersebut diantaranya ada Kepolisian, Kejaksaan, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi. Semua elemen tersebut bekerja sesuai tugas masing-masing terkait 
dalam penanganan tindak pidana korupsi. 
 
Perkembangan korupsi di Indonesia, dimulai pada tahun 2016 yang 
tercatat dalam Transparency International bahwa Indonesia mendapatkan 
skor 37 dari 100 dengan peringkat ke-90 dari 180 negara di dunia. Indonesia 
pada tahun 2016 termasuk dalam kategori negara yang memiliki kasus 






Corruption Perception Index adalah semakin tinggi angka mendekati 
skor 100, maka semakin sedikit korupsi terjadi di negara tersebut, begitu 
pula untuk sebaliknya.
71 
Berdasarkan perkembangannya hingga tahun 2018, Indonesia 
mengalami kenaikan peringkat dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi. Tercatat dalam Transparency International pada tahun 2018 
Indonesia menempati peringkat ke-89 dari 180 negara dengan skor 38 
dari 100.
72
 Skor yang diperoleh Indonesia sebenarnya masih menempati 
dibawah skor 50, yang artinya posisi negara dengan tingkat korup yang 
cukup banyak, akan tetapi hal tersebut seharusnya tidak membuat 
pemerintah dan masyarakat Indonesia patah semangat dalam 
memberantas korupsi di Indonesia. 
 
Indonesia Corruption Watch (ICW) membuat grafik laporan tren 

















Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2015-2018 (Sumber ICW)  
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Berdasarkan data di atas, maka dapat ditemukan bahwa tren dari kinerja 
penindakan kasus korupsi mengalami penurunan, baik dari segi kasus 
maupun jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian 
negara yang ditimbulkan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data 
di atas ternyata memiliki angka yang sangat besar dibandingkan tahun 
2015 dan 2016. Penurunan mengenai kerugian negara mulai terlihat 
dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2018.
73 
 
Kasus dugaan korupsi yang telah ditangani oleh para aparat penegak 
hukum selama kurang lebih 4 (empat) tahun, rata-rata data yang 
diperoleh sebanyak 392 kasus per tahun. Aktor yang ditetapkan sebagai 
tersangka korupsi juga rata-rata sebanyak 1.153 orang. Kerugian negara 




Aparat penegak hukum di Indonesia dalam kinerjanya sepertinya 
belum berjalan maksimal dalam memberantas dan mencegah tindak 
pidana korupsi di Indonesia. Kuantitas atau jumlah penanganan kasus 
dan aktor yang ditetapkan sebagai tersangka menunjukkan bahwa kinerja 
aparat penegak hukum seolah-olah tidak berjalan dengan maksimal. 
Tindak pidana korupsi sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh segelintir 















sifatnya aktif maupun pasif dalam merencakanan sebuah kejahatan 
korupsi. 
 
Penulis paparkan tabel korupsi berdasarkan kategori setiap Provinsi di 
 




Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jumlah Kasus, Nilai Kerugian Negara dan 
 
Nilai Suap di Indonesia Tahun 2018 
 
No. Provinsi 
Jumlah Nilai Kerugian 
Nilai Suap 
Kasus Negara    
     
1. Jawa Timur 52 Rp. 125,9 miliar Rp. 4,3 miliar 
     
2. Jawa Tengah 36 Rp. 152,9 miliar Rp. 3,2 miliar 
     
3. Sulawesi Selatan 31 Rp.74,5 miliar - 
     
4. Jawa Barat 27 Rp. 51,4 miliar Rp. 10,3 miliar 
     
5. Nasional 25 Rp. 3 triliun Rp. 32,1 miliar 
     
6. Sumatera Utara 23 Rp. 1,1 triliun Rp. 4,4 miliar 
     
7. Aceh 22 Rp. 333 triliun Rp. 500 juta 
     
8. Bengkulu 16 Rp. 9,7 miliar Rp. 215 juta 
     
9. Jambi 15 Rp. 200,1 miliar Rp. 65,4 miliar 
     
10. Lampung 15 Rp.9 miliar Rp. 900 juta 
     
11. Kalimantan Tengah 15 Rp. 102,9 miliar Rp. 740 juta 
     
12. Kalimantan Selatan 13 Rp. 24,8 miliar Rp. 1,8 miliar 
     
13. Bali 13 Rp. 26, 4 miliar - 
     
14. Riau 12 Rp. 77, 6 miliar - 
     
15. Sulawesi Tenggara 12 Rp. 19,2 miliar Rp. 2,8 miliar 
     
16. NTT 11 Rp. 3,1 miliar Rp. 4,1 miliar 






17. Sumatera Barat 10 Rp. 1,8 miliar - 
     
18. NTB 10 Rp. 10,1 miliar - 
     
19. Sumatera Selatan 8 Rp. 5,3 miliar - 
     
20. Papua 8 Rp. 91,3 miliar Rp. 500 juta 
     
21. Banten 7 Rp. 3,2 miliar Rp. 300 juta 
     
22. Gorontalo 7 Rp. 16 miliar - 
     
23. Maluku 7 Rp. 2,7 miliar Rp. 100 juta 
     
24. Kep. Riau 6 Rp. 11,6 miliar - 
     
25. Kalimantan Timur 6 Rp. 15,7 miliar - 
     
26. Sulawesi Barat 6 Rp. 11,2 miliar - 
     
27. Sulawesi Tengah 6 Rp. 1,8 miliar - 
     
28. Maluku Utara 6 Rp. 10,4 miliar - 
     
29. Kep. Bangka Belitung 5 Rp. 4,9 miliar - 
     
30. DKI Jakarta 5 Rp. 5,3 miliar Rp. 2,5 miliar 
     
31. Kalimantan Barat 5 Rp. 2,3 miliar - 
     
32. Papua Barat 5 Rp.4,8 miliar - 
     
33. Sulawesi Utara 4 Rp. 2,6 miliar - 
     
34. Kalimantan Utara 3 Rp. 801,5 juta - 
     
35. DI Yogyakarta 2 Rp.36, 9 miliar - 
     
 TOTAL 454 Rp. 5,6 triliun Rp. 134 miliar 
     
  (Sumber: ICW)  
 
Daerah Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat 
berdasarkan data di atas menempati posisi 5 (lima) terbanyak kasus 
korupsi yang telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Penulis 
fokus pada Provinsi Jawa Tengah dengan rincian informasinya adalah 






kabupaten sebanyak 29 kasus, 6 (enam) pemerintahan kota dan 1 (satu) 
pemerintahan provinsi. Penegak hukum di Jawa Tengah berhasil menyidik 
sebanyak 36 kasus dugaan korupsi dengan menimbulkan kerugian negara 
sebesar Rp. 152,9 miliar dan menetapkan tersangka sebanyak 65 orang. 
 
Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam era reformasi, menjadi 
fokus utama pemerintah Indonesia. Pemberantasan terhadap korupsi telah 
dilakukan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk preventif maupun 
represif. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-
2014, memandang perlunya Pemerintah untuk menyusun Strategi 




Regulasi tersebut sudah dianggap tidak relevan lagi dengan 
perkembangan kebutuhan dalam upaya pencegahan korupsi, sehingga 
perlu adanya suatu pembaharuan regulasi. Peratusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan 
Korupsi merupakan regulasi baru yang dibentuk Pemerintah dengan 
pembahasannya sebagai berikut: 
 
a. Fokus dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 
meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan 










b. Pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). 
 
c. Timnas PK berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah 
daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait. 
 
Adapun Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang telah dibentuk 
oleh Pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang 
terdiri atas sebelas aksi, diantaranya meliputi: 
 
a. Peningkatan pelayanan serta kepatuhan perizinan dan upaya 
penanaman modal. 
 
b. Perbaikan konsolidasi, tata kelola data dan kepatuhan dibagian atau 
sektor ekstraktif, kehutanan, maupun perkebunan. 
 
c. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan guna perbaikan tata kelola 
pemberian bantuan sosial serta subsidi. 
 
d. Integrasi dan sinkronisasi mengenai data impor pangan strategis. 
 
e. Penerapan manajemen anti suap di sektor Pemerintah maupun di 
sektor swasta. 
 
f. Integrasi sistem perencanaan serta penganggaran yang berbasis 
digital atau elektronik. 
 
g. Peningkatan profesionalitas dan modernisasi dalam pengadaan 
barang maupun jasa. 
 
h. Optimalisasipenerimaan negara dari penerimaan pajak maupun non-
pajak. 
 
i. Penguatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 
 






k. Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana yang sifatnya terpadu. 
Masyarakat Indonesia berharap dengan adanya penguatan regulasi 
 
tersebut, penegak hukum, serta Pemerintah dengan berbagai upaya yang 
bersifat preventif maupun represif, dapat menekan angka korupsi 
sehingga masyarakat Indonesia mendapat keadilan dan hidup sejahtera. 
Upaya Indonesia dalam mengurangi angka korupsi berdasarkan sumber 
Transparency International, diimplementasikan melalui penyusunan 
strategi yang efisien dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana 
korupsi. Fokus utama dalam upaya meminimalisir dugaan tindak pidana 
korupsi yakni mencegah korupsi yang sering terjadi dalam birokrasi di 
bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 
 
 
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan 
 
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia 
 
Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan lembaga yang 
sangat populer dalam sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan 
yang merupakan bagian akhir dari sub-sistem peradilan pidana, kerap 
kali dihubungkan dengan lembaga ini.
76
 Indonesia dalam sejarah 
perkembangan Lembaga Pemasyarakatan mengungkapkan bahwa sistem 
perlakuan terhadap narapidana atau warga binaan yang merupakan para 

















Sejarah mengenai kepenjaraan dan pemasyarakatan di Indonesia 
tentunya tidak terlepas dari sejarah awal terbentuknya kepenjaraan di 
dunia.
78
 Pemikiran Beccaria dan Jhon Howard mengenai kemanusiaan 
serta beberapa prinsip yang dibentuk mengenai perlakuan yang layak 
bagi narapidana merupakan awal terbentuknya pembaharuan hukum 
pidana penjara, tepatnya dilakukan di negara-negara Eropa dan Amerika 
Serikat. Negara-negara Asia yang mengetahui hal tersebut pada akhirnya 
mengikuti pemikiran tersebut, terutama di negara yang mengakui 








a. Periode Pemasyarakatan I Tahun 1963-1966 
 
Suharjo mengajukan sebuah konsep baru mengenai hukum nasional 
kepenjaraan dengan mengilustrasikan sebuah pohon beringin yang 
memiliki makna pengayoman dan pemikiran baru terhadap tujuan 
 
pidana penjara yakni suatu konsep pemasyarakatan. Dinas Direktoral 




77 Rooseno Harjowidigdo, Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pemberian 
Remisi, Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016, Cet. ke-1, hlm. 19-20.
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Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm. 15.
 






pemasyarakatan mengalami perubahan yakni menjadi pengembalian 
integritas hidup atau kehidupan penghidupan dan bukanlah sebagai 
anggota masyarakat yang berguna. 
 
b. Periode Pemasyarakatan II Tahun 1966-1975 
 
Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor Bimbingan 
Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang pada tahun 
1969 yang direncanakan terdapat 20 buah. Periode tersebut 
menampakkan adanya trial and error di bidang pemasyarakatan. 
Pada periode ini istilah pemasyarakatan juga mengalami perubahan 
yakni menjadi bina tuna warga. 
 
c. Periode Pemasyarakatan III Tahun 1975-sekarang 
 
Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang 
membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan 
peraturan pelaksanaan merupakan ciri khas dari periode ini. 
Lokakarya tersebut dijadikan sebagai landasan struktural yang 
mengenai dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, 
sarana keuangan serta sarana fisik. Pada struktur tersebut terjadi 
pengembalian nama bina tuna warga kepada pemasyarakatan. Tahun 
1921, Hijmans mencetuskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan harus 
dipisah sesuai dengan tingkat kejahatan, jenis kelamin, dan umur. 
 












a. Tahap pidana hilang kemerdekaan pada tahun 1872-1945, yang 
bertujuan membuat jera narapidana agar segera bertaubat sehingga 
tidak melanggar hukum dikemudian hari. Jenis sistem 
pemidanaannya berupa pidana hilang kemerdekaan dengan cara 
dipindahkan pada suatu tempat yang terpisah dari masyarkat yang 
dikenal sebagai penjara. 
 
b. Tahap pembinaan pada tahun 1945-1963, yang bertujuan untuk 
membina narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik. Jenis 
sistem pidana ini merupakan pidana pembinaan melalui pengurangan 
pembebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat 
yang terpisah dari masyarakat. 
 
c. Tahap pembinaan masyarakat pada tahun 1963-sekarang, memiliki 
tujuan untuk membina narapidana agar dapat menjadi anggota 
masyarakat yang berguna dan tidak mengulangi perbuatannya yang 
dapat merugikan masyarakat. Sistem pidananya merupakan pidana 
pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yakni 
berkurangnya kebebasan agar narapidana dapat dimasyarakatkan 
kembali. Istilah lain yakni memanusiakan manusia. Narapidana 
tersebut dipindahkan ke suatu tempat tertentu yang terpisah dari 
masyarakat tetapi dalam hal ini masyarakat ikut serta dalam usaha 
pemasyarakatan tersebut. Usaha perlindungan terhadap masyarakat 
lebih ditekankan pada segi keamanan Lembaga Pemasyarakatan 






2. Ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Rancangan 
Undang-Undang Pemasyarakatan di Indonesia 
 
Ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 
Segala bentuk tindakan atau perilaku masyarakat Indonesia diatur dalam 
sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut digunakan 
agar masyarakat dapat menjamin adanya kepastian hukum dan hukum 
tersebut tentunya harus bersendikan rasa keadilan.
82 
 
Pemerintah menganggap bahwa Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan hukum masyarakat. Peraturan tersebut juga belum 
 
sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem 
pemasyarakatan sehingga perlu diganti.
83
 Pemerintah pada tahun ini 
akhirnya memutuskan untuk membentuk Rancangan Undang-Undang 
(RUU) mengenai Pemasyarakatan. 
 
Berikut salah satu perbedaan tujuan dari sistem pemasyarakatan 
antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 










82 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 
1986, Cet. ke-7, hlm. 40-41.
  
83 Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, poin b dan c. Berkas diunduh pada 
https://tirto.id/download-pdf-isi-ruu-pemasyarakatan-2019-yang-memanjakan-koruptor-eiQk, pada 












Rancangan Undang-Undang Undang-Undang 
 (RUU) Pemasyarakatan Pemasyarakatan 
   
a) Memberikan suatu jaminan Membentuk Warga Binaan 
 perlindungan terhadap hak- Pemasyarakatan agar menjadi 
 hak narapidana atau tahanan manusia dengan akhlak dan 
 dan anak pidana; sikap yang baik serta berguna 
b) Meningkatkan kualitas dari bagi masyarakat lainnya, 
 kepribadian dan kemandirian menyadarkan warga binaan dari 
 Warga Binaan agar cepat suatu kesalahan yang telah 
 menyadari kesalahan, diperbuatnya, ajang untuk 
 memperbaiki diri, dan tidak introspeksi diri atau 
 mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri sehingga ketika 
 sehingga dapat diterima warga binaan keluar dari Lapas 
 kembali oleh lingkungan dapat diterima kembali oleh 
 masyarakat; lingkungan masyarakat, dapat 
c) Memberikan pelindungan dan aktif berperan dalam 
 edukasi kepada masyarakat pembangunan, dan dapat hidup 
 dari pengulangan tindak secara wajar sebagai warga yang 
 pidana. baik dan bertanggung jawab. 
   
 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan memfokuskan bahwa sistem pemasyarakatan dibentuk 
untuk membentuk karakter warga binaan agar lebih baik dan tidak 
mengulangi tindak pidana yang sama dikemudian hari. RUU mengenai 






perlindungan terhadap tahanan maupun anak, meningkatkan kulitas 
kepribadian serta kemandirian warga binaan dan poin yang terakhir 
adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan 
tindak pidana. 
 
RUU Pemasyarakatan yang dibuat oleh Pemerintah, keberadannya di 
kalangan masyarakat ternyata menimbulkan kontroversi. Pasal 9 RUU 
Pemasyarakatan yang menimbulkan kontroversi yakni mengenai hak 
narapidana salah satunya adalah kegiatan rekreasional. Ketentuan 
tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena muncul banyak 
asumsi yang menganggap pemerintah seolah-olah tidak serius dalam 
membina narapidana korupsi di dalam tahanan. 
 
Asumsi tersebut perlahan mulai mendapatkan titik terang ketika 
masyarakat mendapatkan klarifikasi bahwa sesungguhnya makna dari 
kegiatan rekreasi adalah kegiatan berkelompok. Keresahan masyarakat 
mengenai berekreasi di pusat perbelanjaan dan sebagainya ternyata hanya 
berita bohong atau hoax. Kegiatan rekreasi yang dicantumkan dalam 
undang-undang adalah seperti kegiatan menonton bersama mengenai 
cinta tanah air, berolahraga, dan sejenisnya sebagai bentuk reintegrasi 
sosial warga binaan pemasyarakatan kepada masyarakat.
84 
 
RUU Pemasyarakatan dibentuk pemerintah berdasarkan 
perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Sistematika penulisan atau 
 
 
84 Kanwil Riau, Kontroversi RUU Pemasyarakatan, Kemenkumham Riau Undang 
Mahasiswa dan Dosen, https://riau.Kemenkumham.go.id/berita-utama/3028-kontroversi-ruu-
pemasyarakatan-Kemenkumham-riau-undang-mahasiswa-dan-dosen, diakses pada tanggal 10 






penyusunannya pun berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu ketentuan 
yang tidak terlalu dibahas dalam Rancangan Undang-Undang 
Pemasyarakatan tersebut adalah mengenai pemberian remisi atau 
pengurangan masa pidana terhadap narapidana. 
 
 
C. Tinjauan Tentang Remisi 
 
1. Filosofis dan Regulasi Pengurangan Masa Pidana (Remisi) 
 
Remisi merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 
sebagai upaya pemenuhan hak dari setiap narapidana tanpa memandang 
jenis tindak pidananya dalam bentuk pengurangan masa pidana.
85
 Istilah 
remisi menjadi persoalan yang menarik perhatian masyarakat sebab 
dalam pelaksanaannya berkaitan dengan tujuan sistem pemasyarakatan di 
Indonesia. Direktorat Jendral Pemasyarakatan Hukum dan HAM 
menyatakan bahwa remisi dalam perspektif sistem pemasyarakatan dapat 
diartikan sebagai suatu potongan hukuman bagi warga binaan setelah 
warga binaan tersebut dapat memenuhi persyaratan tertentu yang 
ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. 
86 
 
Remisi atau pengurangan masa pidana yang diberikan kepada setiap 
narapidana mengalami perubahan makna dari waktu ke waktu. Sejarah 





85 M. Ali Zaidan, op.cit., hlm. 331.  






ketentuan pemberian remisi kepada narapidana dilaksanakan ketika 
Belanda memperingati ulang tahun Ratunya. Tahun 1950, ketentuan 
remisi berubah yakni remisi mulai diberlakukan pada saat hari 
Kemerdekaan Indonesia, hingga pada akhirnya muncul sebuah kebijakan 
khusus bahwa remisi menjadi suatu hak bagi setiap narapidana yang 
harus diberikan dengan ketentuan yang berlaku.
87 
 
Alasan pemerintah mengubah ketentuan remisi adalah karena 
kedudukan remisi yang merupakan salah satu sarana hukum yang paling 
penting dan berpengaruh dalam rangka mewujudkan tujuan sistem 
pemasyarakatan yang baik. Indonesia adalah salah satu negara yang 
menjamin kemerdekaan setiap penduduk terutama dalam hal beragama 
masing-masing individu. Berdasarkan hal tersebut maka perlu ditetapkan 




Ketentuan dalam mendapatkan remisi bagi setiap narapidana telah 
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat 1 huruf i yang menyatakan bahwa 
salah satu hak bagi narapidana yaitu mendapatkan pemotongan jangka 
waktu dalam menjalankan pidana atau remisi. Selain itu, diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 





87 Ibid., hlm. 98.  






Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan peraturan lebih lanjut dari 




2. Perkembangan Remisi di Indonesia 
 
Sejarah ketentuan pemberian remisi tidak bisa dilepaskan dengan 
dinamika perkembangan dan perubahan sudut pandang mengenai 
pemidanaan maupun sistem pemasyarakatan. Pergeseran sudut pandang 
pemidanaan dari backward looking yakni berorientasi pada aspek balas 
dendam menjadi fordward looking yaitu berorientasi pada tujuan dan 
manfaat pemidanaan untuk masa depan bagi pelaku, korban serta 
masyarakat.
89
 Peraturan remisi yang telah dicabut dan digantikan dengan 
aturan baru yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial dan struktur 
hukum yang terjadi merupakan bukti bahwa sudut pandang pemidanaan 
mengalami perkembangan yang cukup signifikan. 
 
Soekarno selaku Presiden pertama di Indonesia dalam sejarahnya 
juga mempelopori dibentuknya pengaturan pemberian remisi melalui 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 
tentang Remisi. Beliau mengatakan bahwa remisi diberikan setiap 
peringatan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia yakni setiap pada 










Indonesia sehingga setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 
banyak narapidana yang mendapatkan remisi.
90 
Berikut beberapa peraturan mengenai remisi yang pernah berlaku di 
 




a. Gouvernementbesluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 tentang 
Remissieregeling (Bijblad pada Staatsblad Nomor 13515) yang 
diubah dengan Gouvernementbesluit tanggal 9 Juli 1941 Nomor 12 
(Bijblad pada Staatsblad Nomor 14583) dan 26 Januari 1942 Nomor 
22 tentang perubahan Gouvernementbesluit tanggal 10 Agustus 1935 
Nomor 23 tentang remissieregeling. 
 
b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat 
dalam Berita Negara Nomor 26 Tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor G.8/106 tanggal 10 
Januari 1947 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 
Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa. 
 
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 jo. 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01 
HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden 





 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia, Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi, tt.p., Percetakan  
Pohon Cahaya, 2016, Cet. ke-1, hlm. 81. Diakses dari 
https://ebook.balitbangham.go.id/file/0cdf0b5e6931440476df7cc5183200cf.html#dflip-
flipbookContainer/140/ pada tanggal 1 November 2019 pukul 08:46 WIB. 






Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 gtanggal 14 Mei 1988 
tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor 
Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia Nomor 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 
Maret 1988 tentang Tata Cara permohonan Perubahan Pidana 
Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987. 
 
d. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri 
Hukum Keputusan Presiden Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 
tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, 
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor 
M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang 
Pemberian Remisi Khusus. 
 
Peraturan tersebut beberapa diantaranya ada yang sudah tidak 
berlaku lagi dan ada beberapa yang masih digunakan hingga saat ini. 
Perubahan peraturan mengenai remisi yang pernah berlaku di Indonesia 
membawa arti yang penting bahwa remisi merupakan hak narapidana dan 
pemerintah maupun negara wajib menjamin hak tersebut sesuai dengan 
undang-undang.
92
 Ketentuan remisi pada dasarnya ditujukan kepada 
semua narapidana tanpa terkecuali termasuk narapidana yang tergolong 













Tindak pidana yang tergolong extraordinary crime seperti korupsi, 
narkotika, atau terorisme menerapkan syarat dan aturan khusus dalam 
mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi. Pengajuan remisi 
harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu sesuai undang-undang 
yang berlaku.
93
 Ketentuan syarat dan tata cara mendapatkan remisi bagi 
narapidana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas 
dan Cuti Bersyarat. 
 
Jenis remisi yang diterapkan di Indonesia juga mengalami 
perkembangan yang signifikan. Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat 
dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat 
menyebutkan bahwa terdapat lima jenis remisi yang diberikan kepada 
narapidana dan anak. Jenis remisi yang disebutkan dalam Pasal 3 adalah 
remisi umum yang diberikan setiap hari peringatan Proklamasi 










keagamaan, namun apabila terdapat lebih dari satu hari besar keagamaan 
maka narapidana berhak memilih salah satu hari besar keagamaan yang 
paling dimuliakan. Pada pasal 4 remisi terbagi atas tiga macam yakni 
remisi kemanusiaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial atau 
masyarakat, remisi tambahan yakni selama menjalani masa pidana dalam 
tahanan berbuat jasa kepada negara, melakukan kegiatan yang 
bermanfaat bagi masyarakat serta rajin berpartisipasi dalam program 
pembinaan di Lapas, sedangkan remisi susulan adalah remisi yang tidak 
berbeda dengan remisi umum-khusus hanya saja diberikan sebelum 
menerima putusan pengadilan yang bersifat inkracht.
94 
 
Syarat pemberian remisi yang tertuang pada Pasal 34 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatakan 




a. Selama menjalani masa pidana, warga binaan selalu berkelakuan baik. 
 
b. Selama menjalani masa pidana, warga binaan dapat berkontribusi 
atau berbuat jasa kepada negara. Berjasa pada negara yang dimaksud 
adalah berjasa yang bersifat politis dan diberikan dalam perjuangan 











94 Eva Achjani Zulfa , et al., op.cit., hlm 107-110.  






c. Selama menjalani pidana melakukan perbuatan yang bermanfaat 
bagi negara maupun manusia. Bermanfaat pada negara atau manusia 
antara lain: 
 
1) Menghasilkan sebuah karya untuk mengembangkan serta 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
2) Berpartisipasi dalam menanggulangi bencana alam salah 
satunya melalui kegiatan reboisasi seperti penanaman pohon. 
 
3) Mencegah terjadinya kericuhan atau pelarian warga binaan. 
 
4) Menjadi pendonor organ tubuh bagi masyarakat yang 
membutuhkan dan sebagainya. 
 
d. Selama menjalani pidana melakukan perbuatan yang membantu 
kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan. 
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan menambahkan Pasal 34 A mengenai 





a. Bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar 
perkara tindak pidana yang dilakukan dengan mencari pelaku inti 












b. Membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan 
yang dijatuhkan dalam persidangan di pengadilan. 
 
c. Mengikuti program deradikalisasi (upaya preventif untuk menetralir 
paham tertentu yang dianggap sebagai radikal serta membahayakan 
melalui pendekatan tanpa adanya unsur kekerasan
97
) yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun 




Remisi atau pengurangan masa pidana bagi setiap narapidana 
tentunya tidak akan terlepas dari model atau strategi kebijakan 
pemidanaan yang dianut oleh suatu negara. Strategi atau sistem baru 
seperti pembinaan narapidana, menjadikan remisi sebagai salah satu 
bentuk upaya memotivasi setiap narapidana untuk membina dirinya 
sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Kedudukan remisi yang tidak 
lagi sebagai suatu hukuman, sekarang justru kedudukannya sebagai hak 
dan kewajiban bagi setiap narapidana.
98 
 
Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat 
menyatakan bahwa remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Remisi dapat diberikan kepada narapidana korupsi apabila 
 
 
97 Wikipedia. Deradikalisasi, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Deradikalisasi, pada 
tanggal 1 November 2019, pukul 09:00 WIB.  
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 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM 






memenuhi dua syarat yakni berkelakuan baik selama dalam tahanan serta 
telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Syarat berkelakuan 
baik harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin 
dalam selang waktu enam bulan terakhir dan telah mengikuti program-




3. Ketentuan Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
 
Pemasyarakatan tidak membahas secara rinci mengenai tata cara atau 
ketentuan dalam pemberian remisi. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 




Remisi yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM 
(Kemenkumham) kepada narapidana dapat dibuktikan dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Pasal 34 ayat 
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 










Pemasyarakatan telah menyusun syarat pengajuan remisi dengan 
susunannya sebagai berikut: 
 
“Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada 
Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat: 
1) berkelakuan baik; dan 
2) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.”100 
 
Terdapat pengecualian dalam pemberian remisi dalam peraturan tersebut, 
khususnya bagi narapidana terorisme, narkotika dan psikotropika, 
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi 





a. Bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membantu 
membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya. 
 
b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan 
putusan yang dijatuhkan dalam persidangan di pengadilan bagi 
Narapidana yang dipidana karena telah terbukti melakukan tindak 
pidana korupsi. 
 
c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh 
Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta 








100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarkatan.
  
101 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM 








1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara 
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia atau 
 
2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme 
secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang 
dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. 
 
 
Bagan.1 Prosedur Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana 
 
Korupsi di Indonesia  
 
 
1. Penilaian Narapidana Tindak 
Pidana Korupsi oleh Tim Pengamat 
 
2. Data diajukan kepada Kepala 
Lapas dan mengajukan usulan 
 
3. Kepala Lapas melakukan verifikasi 
permohonan usulan 
 
 4. Pengajuan permohonan   4. Pengajuan permohonan 
  diterima   ditolak 






9. Kepala disetujui, 8. Keputusan Memberitahukan 
diteruskan Pemasyarakatan 
lalu diteruskan Lapas kepada 
ke Direktur dan melakukan 
menetapkan kepada menerima narapidana 
Jendral, verifikasi usulan keputusan Kepala dan  
tembusan 
  













Prosedur pemberian remisi di Lapas secara teoritis, memiliki aturan formal 
yang tertuang dalam Pasal 22 hingga Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan 






Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yakni dimulai 
dari penilaian Tim Penilai yang merupakan petugas dari Lapas. Data penilaian 
tersebut diajukan kepada Kepala Lapas dan selanjutnya Kepala Lapas melakukan 
verifikasi surat permohonan remisi selama dua hari. Ketentuan penilaian 
diantaranya adalah apakah narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik, 
memenuhi syarat formal dan administratif.
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 Surat yang disetujui maka 
diteruskan ke Dirjen Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah. 
Apabila permohonan tidak disetujui, maka tim pengamat menyampaikan hal 
tersebut kepada narapidana yang bersangkutan. Hasil verifikasi yang disetujui, 
selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jendral dan dilakukan verifikasi. 
Direktur Jendral yang menyetujui usul pemberian remisi menetapkan keputusan 
pemberian remisi atas nama Menteri. Surat Keputusan pemberian remisi dicetak 








































A. Tujuan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi 
Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Menteri 
 
Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada setiap narapidana pada saat menjalani 
masa pidana di tahanan serta merupakan suatu hak yang diberikan kepada 
setiap narapidana sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
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Keputusan pemerintah untuk memberikan remisi kepada narapidana 
khususnya tindak pidana korupsi menuai kontroversi di kalangan masyarakat 
Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa semua narapidana, terlebih yang 
telah melakukan kejahatan kelas berat seperti korupsi, terorisme, maupun 
narkotika tidak seharusnya mendapatkan remisi. Narapidana tersebut justru 
harus diberi hukuman atau sanksi yang berat agar narapidana mendapatkan 
efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 
 
Masyarakat di era digital saat ini sudah mengalami perubahan perilaku atau 
kebiasaan yang cukup signifikan. Perubahan perilaku masyarakat ternyata juga 
berimbas pada perubahan peraturan atau hukum di kehidupan sosial. Perubahan 
hukum dilakukan guna untuk menyeimbangi perilaku masyarakat yang 
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tinggi hukum, maka dampak dari perubahan hukum atau perubahan suatu 
peraturan sangat dirasakan betul oleh masyarkat Indonesia.
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Perubahan hukum tentunya berbeda makna dengan perkembangan hukum, 
yaitu suatu pembenahan hukum yang ditujukan untuk mencapai perbaikan 
kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat dilain sisi 
dapat menganggap perkembangan hukum tersebut sebagai pemicu terjadinya 
kontradiksi yang keras bahkan dapat menjadi penyebab timbulnya kerusuhan 
sosial karena implementasinya yang dinilai tidak sesuai. Fakta di lapangan, salah 
satu bentuk pemicu terjadinya kontradiksi yang keras di kalangan masyarakat 
adalah kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana 
korupsi. Remisi biasanya diberikan kepada narapidana korupsi pada saat 
peringatan kemerdekaan dan hari raya Idul Fitri.
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Pemerintah dalam memberikan kebijakan remisi tentunya tidak terlepas 
dari berbagai pertimbangan dan tujuan yang ingin dicapai. Kehadiran remisi 
disamping terdapat alasan khusus dari pemerintah, juga sejatinya telah 
melukai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan remisi tersebut 
menjadikan pemerintah seolah-olah tidak bersungguh-sungguh dalam 
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Kebijakan remisi pun 
seperti angin segar atau anugerah bagi narapidana korupsi dan tentunya hal 













Penulis melakukan penelitian di beberapa instansi di Kecamatan Brebes, 
Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang 
masyarakat Brebes dari berbagai macam latar belakang mengenai alasan dari 
pemberian remisi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Instansi yang 
penulis jadikan bahan penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 
Kabupaten Brebes, Kejaksaan Negeri Brebes, Kelurahan Brebes dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat Gerakan Brantas Korupsi (LSM Gebrak) Brebes. Penulis 
juga melakukan wawancara terhadap mantan narapidana korupsi di Kabupaten 
Brebes yakni bapak Indra Kusuma dan dosen selaku akademisi di Kabupaten 
Brebes yakni bapak Siswanto serta bapak Sanusi. Masing-masing informan 
menyampaikan pendapatnya kepada penulis mengenai tujuan pemberian remisi 
terhadap narapidana khususnya narapidana korupsi. 
 
Tujuan pemberian remisi tentunya menjadi pembahasan yang sangat 
penting mengingat narapidana adalah orang yang melakukan tindak pidana 
atau kriminal di lingkungan masyarakat dan menjadi suatu kontroversi sebab 
pemerintah dalam praktiknya memberikan kebijakan mengenai pengurangan 
masa pidana tidak sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan yang 
telah disusun. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyatakan bahwa hak-
hak narapidana dapat diberikan dengan pertimbangan salah satunya adalah 






pada praktiknya telah melukai rasa keadilan pada setiap masyarakat, akan 
tetapi kebijakan tersebut tetap diberlakukan.
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Unsur membertimbangkan keadilan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 3 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 
Bersyarat sebenarnya telah sesuai dengan teori tujuan hukum yakni teori Etis 
yang dikemukakan oleh Aristoteles. Beliau mengatakan dalam teorinya bahwa 
tujuan hukum tidak lain untuk menuju dan mendapatkan keadilan. Aristoteles 
merumuskan keadilan menjadi dua jenis yakni keadilan distributif dan keadilan 
komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan dengan melihat 
berapa banyak jasa-jasa yang telah dilakukan, sedangkan keadilan komutatif 
adalah keadilan yang tidak berdasarkan kepada seberapa banyak jasa-jasa yang 
telah dilakukan dengan kata lain keadilan yang diberikan secara merata atau 
korsa antara satu orang dengan orang yang lainnya.
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 Unsur keadilan tersebut 
pada pelaksanaannya tidak dijadikan sebagai pertimbangkan dalam pemberian 
remisi, sehingga masyarakat merasa kecewa karena tidak merasa mendapatkan 
keadilan ketika para koruptor diberikan hak remisi. 
 
Yusuf Mukharom selaku Kasi Binadik dan Giatja Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Brebes mengatakan bahwa sebenarnya 
tujuan dari pemerintah membuat kebijakan pemberian remisi terhadap 
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narapidana khususnya korupsi adalah sebagai bentuk “iming-iming” untuk 
memicu narapidana berperilaku baik. Harapannya narapidana bisa berjanji 
pada diri sendiri dan masyarakat untuk berbuat baik dan tidak akan 
mengulangi tindakan kriminal kembali di masa yang akan datang. Beliau juga 
menekankan bahwa pemberian remisi adalah suatu hal yang wajar 
diberlakukan mengingat remisi merupakan hak bagi setiap warga binaan serta 
sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
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Kaur Umum Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Brebes yakni 
Untung Sumedi juga mengatakan bahwa tujuan pemerintah memberikan remisi 
kepada narapidana khususnya korupsi untuk memberi acuan kepada setiap 
narapidana agar segera menyesali perbuatannya dan berperilaku baik selama 
dalam tahanan. Beliau mengatakan bahwa pemberian remisi khusus bagi 
narapidana korupsi tidak diberikan dengan mudah. Terdapat beberapa 
persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar narapidana tindak pidana korupsi 
bisa mendapatkan remisi dari pemerintah.
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 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34 A ayat 1 menyatakan bahwa: 
 
Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan 
tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, 
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia 
yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus 
memenuhi persyaratan:  
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 Wawancara dengan Untung Sumedi dan Yusuf Mukharom, Lembaga Pemasyarakatan 








a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu 
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;  
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan 
putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana korupsi; dan  
c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh 
LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta 
menyatakan ikrar:  
1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara 
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau  
2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara 
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang dipidana 




Untung Sumedi juga mengatakan bahwa tujuan lain pemerintah 
 
membentuk kebijakan pemberian remisi terhadap setiap narapidana korupsi 
 
karena  melihat fakta di  Lapas yang tidak kondusif. Pelaku kriminal  atau 
 
narapidana yang saat ini disebut sebagai warga binaan pada kenyataanya 
 
sebelum konsep pemidanaan di Indonesia diubah menjadi pembinaan, ketika 
 
mereka keluar dari Lapas banyak yang melakukan tindakan residivice. Konsep 
 
pemidanaan balas dendam atau membuat efek jera terhadap narapidana yang 
 
berada di Lapas ternyata tidak memberikan dampak yang baik untuk 
 
kedepannya. Tidak sedikit narapidana yang keluar dari tahanan justru 
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Pemerintah yang menyadari hal tersebut pada akhirnya mengubah konsep 
pemidanaan yang semula merupakan konsep balas dendam atau membuat 
efek jera bagi pelaku-pelaku kriminal, menjadi pembinaan dengan harapan 
setelah narapidana keluar dari tahanan, mereka berubah sikap menjadi lebih 
baik dari sebelumnya. Pemberian remisi juga bentuk dari implementasi 
konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuannya agar 
narapidana bisa termotivasi dan semangat dalam introspeksi diri. Pemerintah 
juga memiliki alasan lain dalam menerapkan kebijakan pemberian remisi bagi 
narapidana korupsi. Over Capacity merupakan hal yang dipertimbangkan 
oleh pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pemberian remisi bagi 
narapidana korupsi. 
 
Jumlah tahanan di dalam Lapas Kelas II B Kabupaten Brebes ternyata 
mencapai angka 293 tahanan dengan kapasitas Lapas 165 orang. Yusuf 
Mukharom mengatakan bahwa apabila kondisi tersebut tetap dibiarkan dan 
tidak ada kebijakan remisi, maka Lapas akan tetap terus mengalami over 
capacity. Lapas Brebes mengupayakan semaksimal mungkin agar hak-hak 
narapidana dapat terpenuhi dengan baik dan tidak ada keributan seperti yang 
telah terjadi di Lapas Bandung beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan 
bahwa remisi merupakan salah satu upaya yang sangat direkomendasikan 
untuk meminimalisir terjadinya over capacity di dalam Lapas. 
 
Mantan narapidana korupsi yakni bapak Indra Kusuma, S.Sos memberikan 
pendapat mengenai kebijakan remisi kepada penulis. Menurutnya, remisi atau 






mengandung unsur pembinaan. Narapidana yang dibina dalam Lapas dan 
kemudian memberikan dampak yang baik pada saat menjalani masa pidana 
dalam Lapas, patut untuk diberikan apresiasi berupa pemotongan masa 
pidana. Narapidana dalam hal ini juga rakyat biasa atau manusia biasa, sudah 
menjadi sifat manusia untuk bisa berubah menjadi lebih baik ketika 
melakukan suatu kesalahan, maka pemberian remisi bagi setiap narapidana 
adalah suatu kebijakan yang baik untuk membangun sistem pemasyarakatan 
yang baik didalam Lapas.
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Bapak Siswanto selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 
Tegal yang berdomisili di Kabupaten Brebes juga menyampaikan 
pendapatnya mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana 
korupsi. Indonesia telah membuat suatu regulasi mengenai remisi dan 
keberadaannya harus dijalankan oleh aparat penegak hukum serta 
masyarakat. Remisi sebenarnya bukan suatu hal yang dapat berdampak penuh 
(substansial) dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi di Indonesia. 
Keberadaan remisi hanya sebagai upaya dari pemerintah untuk memotivasi 
narapidana yakni orang yang sudah terbukti bersalah telah melakukan 
tindakan kriminal untuk dapat mengubah sikap atau perilakunya menjadi 
lebih baik, sehingga pada saat terbebas dari masa pidana dan kembali ke 





112 Wawancara dengan bapak Indra Kusuma, Mantan Bupati Brebes dan Mantan Narapidana 
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15:00 WIB.
  
113 Wawancara dengan bapak Siswanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, di 







Kepala Kelurahan Kabupaten Brebes yakni bapak Rade Andriana 
Younansyah memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, tujuan pemberian 
remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebenarnya utamanya untuk 
membantu aparat penegak hukum dalam membongkar perkara korupsi di 
Indonesia. Pemerintah Indonesia tentunya tidak sembarangan dalam membuat 
kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. Pemberian remisi 
sebenarnya seperti sebuah bujukan dan ancaman bagi narapidana korupsi. 
Narapidana korupsi yang bersedia dibujuk dan bersedia menghindari 
ancaman tersebut maka akan mendapatkan hadiah dari pemerintah yakni 
pengurangan masa pidana atau remisi.
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Bujukan yang dilakukan seperti meminta narapidana korupsi untuk bekerja 
sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi dengan 
mencari pelaku korupsi yang sesungguhnya. Narapidana korupsi yang bersedia 
untuk bekerja sama membongkar kasus korupsi tersebut atau mengakui 
perbuatannya maka pemerintah akan memberikan pengurangan masa pidana atau 
remisi kepada narapidana tersebut. Ancaman juga dapat dilakukan seperti 
narapidana korupsi diancam akan mendapatkan hukuman yang berat dan tidak 
akan mendapat remisi jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat pemberian 
remisi yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Narapidana yang 








114 Wawancara dengan Rade Andriana Younansyah, Kelurahan Brebes, di Kantor Kelurahan 







mengembalikan uang negara, maka dalam proses pemidanaannya akan 
diberikan pengurangan masa pidana oleh pemerintah.
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Pendapat yang lain juga disampaikan oleh bapak Ulil Azmi selaku 
Kasubbag Pembinaan dan bapak Hendro Purwoko selaku Jaksa Fungsional 
Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Brebes. Beliau berpendapat bahwa tujuan 
pemerintah memberikan remisi atau pengurangan masa pidana terhadap 
narapidana tindak pidana korupsi adalah untuk menghindari pelanggaran Hak 
Asasi Manusia saja. Beliau berpendapat bahwa pemberian remisi yang 
disertai syarat-syarat khusus bagi narapidana korupsi tidak memberikan efek 
jera sama sekali. Menurut beliau, remisi seharusnya tidak diberikan kepada 
narapidana korupsi, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang 
penanganannya harus ketat dan membuat efek jera bagi pelakunya.
116 
 
Menurut Ulil Azmi, pemberian remisi bisa digantikan dengan upaya represif 
lain seperti pemiskinan, agar masyarakat mendapat keadilan dengan baik sebab 
pemerintah tidak pandang bulu dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi. 
Menurut beliau, kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana 
korupsi sebenarnya telah menghambat kinerja aparat penegak hukum di 
Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pemberian remisi juga 
sebenarnya tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diketahui masyarakat 
selama ini yakni sebagai alat untuk membuat jera pelaku kriminal khususnya 
pelaku tindak pidana korupsi.
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 Pembukaan Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada alenia kedua 
mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus merdeka, bersatu, berdaulat, adil 
dan makmur yang artinya pemerintah diminta untuk bersikap adil, salah 
satunya dalam menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku kriminal 
khususnya pelaku tindak pidana korupsi.
118 
 
Masyarakat dari berbagai macam latar belakang tentunya memiliki sudut 
pandang yang berbeda mengenai tujuan sesungguhnya pemberian remisi atau 
pengurangan masa pidana terhadap setiap narapidana di Indonesia. Masyarakat 
Indonesia hanya bisa berharap dan meminta kepada pemerintah dalam kebijakan 
pemberian remisi khususnya kepada narapidana korupsi bisa lebih 
mengedepankan prinsip keadilan. Berbagai macam regulasi mengenai kebijakan 
remisi telah banyak dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Adapun 
secara implisit tujuan pemerintah menyusun kebijakan pemberian remisi 
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
 




1. Sebagai bentuk motivasi dan stimulant agar narapidana dan anak pidana 
selalu ingat untuk berkelakuan baik selama berada dalam tahanan atau 







118 Imam Hafizta Winanda, “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak 
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2. Sebagai bentuk upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultur 
tempat pelaksanaan pidana, perbedaan putusan pidana, serta akibat 
perampasan kemerdekaan. 
 
3. Remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan diharapkan 
sebagai pemicu bagi warga binaan pemasyarakatan untuk introspeksi diri 
sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari. 
 
4. Sebagai salah satu kebijakan yang sifatnya alternatif pada hukum pidana 
dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang sesuai atau yang 
diharapkan menurut standar aturan minimum. 
 
 
B. Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana 
Korupsi dalam Perspektif Sosiologis 
 
Kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi 
sebenarnya telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada saat 
penjajahan kolonial Belanda. Pemberian remisi di Indonesia sudah mengalami 
beberapa kali perubahan sejak setelah kemerdekaan Republik Indonesia hingga 
tahun 1999.
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 Tujuan dari pemerintah memberlakukan kebijakan remisi tidak 
lain untuk mengimplementasikan unsur-unsur Hak Asasi Manusia (HAM) 
terhadap narapidana serta menyeimbangkan perkembangan pola hidup atau 
kebiasaan masyarakat Indonesia yang berubah secara signifikan. Masyarakat 
dalam menanggapi hal tersebut berusaha menuangkan pendapat serta kritikannya 










dengan harapan, penegak hukum maupun pemerintah dapat menampung dan 
mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut untuk kepentingan 
masyarakat. 
 
Masyarakat menilai bahwa pemberian remisi terhadap narapidana tindak 
pidana korupsi seharusnya dihapuskan, sebab pemberian remisi tersebut 
seolah-olah menjadi angin segar bagi narapidana korupsi untuk bisa segera 
bebas dari tahanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa remisi merupakan hak 
setiap narapidana, maka akan menjadi suatu pelanggaran hukum apabila 
narapidana korupsi tidak mendapatkan haknya yakni pemotongan masa 
pidana atau remisi. Polemik mengenai penghapusan maupun penerapan 
kebijakan remisi bagi narapidana korupsi hingga saat ini masih menjadi 
perdebatan yang panjang di kalangan para praktisi maupun akademisi. Fokus 
dalam pemberian remisi sebenarnya dilihat dari bagaimana dampak ketika 
pemberian remisi tersebut diberlakukan bagi narapidana korupsi di Indonesia. 
 
Remisi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan fungsi sistem 
pemasyarakatan sebab sudah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. 
Sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang tidak 
hanya rehabilitasi dan resosialisasi saja, akan tetapi harus terdapat unsur 
edukatif, korelatif dan definitif sesuai dasar filsafat Pancasila. Tujuan dari sistem 
pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya lebih menekankan pada reintegritas 






pemasyarakatan di Indonesia saat ini sudah bergerak menjauhi unsur 
pembalasan (retributive) dan penjeraan (deterance).
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Sistem pemasyarakatan di Indonesia kini telah beralih menjadi 
pembinaan, yang mengedepankan upaya preventif dan mengandung unsur 
edukatif bagi warga binaan. Harapan dari konsep pembinaan tersebut adalah 
narapidana yang keluar dari tahanan akan diterima baik oleh masyarakat 
sebab telah mendapatkan binaan yang baik di Lapas. Tujuan tersebut 
diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya upaya pemerintah, aparat 
penegak hukum maupun masyarakat untuk selalu berperilaku terpuji serta 
berupaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan 
masyarakat. Penulis akan memaparkan hasil wawancara penulis dengan 
informan terkait dampak pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana 
korupsi dalam perspektif sosiologis di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. 
 
1. Kejaksaan Negeri Brebes 
 
Dampak pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi 
dalam perspektif Kejaksaan Negeri Brebes dijelaskan oleh Kasubbag 
Pembinaan Kejaksaan Negeri Brebes yakni bapak UIil Azmi. Beliau 
mengatakan bahwa dampak dari pemberian remisi terhadap narapidana 
tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Brebes sendiri tidak ada. 
Menurut beliau, kejahatan korupsi setiap tahunnya di Kabupaten Brebes 
masih sering terjadi, tidak ada penurunan yang signifikan ketika kebijakan 
remisi tersebut diberlakukan. Pihak Kejaksaan Negeri Brebes sendiri 
 
 






sebenarnya kurang sependapat dengan adanya penerapan kebijakan 
remisi terhadap narapidana khususnya korupsi. 
 
Syarat yang diberlakukan dalam mendapatkan remisi bagi 
narapidana tindak pidana korupsi juga tidak mempengaruhi penurunan 
angka korupsi di Indonesia. Pemerintah dalam menyusun syarat 
pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana khusus sebenarnya 
kurang memperhatikan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. 
Upaya pemerintah dalam menentukan syarat pemberian remisi terhadap 
narapidana tidak didasari atas keinginan masyarakat. Pembentukan 
peraturan tersebut menjadi hal yang sangat wajar jika menimbulkan 
sebuah kontroversi di kalangan masyarakat. 
 
Jaksa Fungsional Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Brebes yakni 
bapak Hendro Purwoko mengatakan bahwa pemberian remisi bagi 
narapidana korupsi sebenarnya tidak menimbulkan efek jera. Narapidana 
korupsi justru berlomba-lomba untuk bisa mengajukan Peninjauan 
Kembali (PK) ke Mahkamah Agung agar mereka bisa mendapatkan 
remisi. Fakta di lapangan membuktikan bahwa dampak dari pemberian 
remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia sebenarnya kurang 
efektif dalam memberantas kejahatan korupsi di negeri ini. Pemerintah 
seharusnya melakukan judicial review terhadap regulasi kebijakan 
pemberian remisi agar aparat penegak hukum dapat bekerja secara 







Peran Kejaksaan Negeri Brebes dalam pemberian remisi sebenarnya 
tidak ada sama sekali, akan tetapi Kejaksaan Negeri Brebes sangat 
menyayangkan kebijakan remisi tersebut sebab sejauh ini pemberian 
remisi belum memberikan dampak yang positif dalam memberantas 
tindak pidana korupsi. Bapak Ulil Azmi mengatakan bahwa pemerintah 
lebih baik membuat sanksi yang efisien seperti konsep pemiskinan bagi 
narapidana korupsi. Menurutnya, konsep pemiskinan tersebut bisa 
memberikan efek jera terhadap narapidana korupsi serta dapat digunakan 
sebagai alat pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat agar tidak 
melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan masyarakat. Konsep 
pemiskinan sebenarnya sudah pernah dimunculkan dan dirumuskan oleh 
para ahli hukum di Indonesia, akan tetapi hingga saat ini konsep 
pemiskinan tersebut tidak pernah diupayakan untuk direalisasikan. 
 
Richard Posner mengemukakan bahwa analisis ekonomi atas hukum 
merupakan bentuk penerapan prinsip ekonomi untuk menganalisa 
persoalan hukum. Baginya, sanksi hukum tidak ada bedanya dengan 
harga. Masyarakat akan merespon keberadaan sanksi hukum seperti 
ketika mereka merespon keberadaan harga. Masyarakat akan merespon 
keberadaan sanksi hukum yang berat dengan cara melakukan tindakan-
tindakan yang ancaman sanksi hukumnya dikatakan sangat ringan.
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Robert Cooter dan Thomas Ulen mengatakan bahwa pidana penjara 










sosial yang tinggi. Ongkos tersebut terdiri atas perawatan gedung penjara, 
menggaji pegawai yang bertugas di Lapas, serta ongkos penghidupan 
narapidana di Lapas. Jenis pemidanaan yang menurutnya sesuai bagi orang 
yang terbukti bersalah melakukan tindakan kejahatan adalah pidana denda 
dan pidana mati. Kedua jenis pidana tersebut terbukti tidak memerlukan 
biaya yang banyak dan penerapannya relatif efisien.
123 
 
Gagasan pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya 
berkaitan erat dengan sanksi pidana berupa denda yang notabene menjadi 
sanksi primadona dalam analisis ekonomi atas hukum pidana.
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Penanggulangan tindak pidana korupsi selain harus memperhatikan aspek-
aspek ekonomi, juga harus memperhatikan aspek lain seperti sosial, budaya, 
hukum dan sebagainya. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah penguatan peran 
pengawasan dalam pengendalian korupsi, pengutamaan dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, dan menerapkan manajemen multi instansi 
pemerintah dalam setiap kegiatan.
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Penegakan hukum pidana merupakan komponen tugas dari aparat 
penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. Sistem 
peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri atas Kepolisian, 
Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari 
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menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan 
penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, serta memidana 
pelaku yang bersalah. Peran Kejaksaan dalam penanggulangan tindak 
pidana korupsi juga harus dapat diwujudkan melalui hasil kerja yang 
maksimal serta diimbangi dengan kebijakan lain yang mendukung upaya 
pemberantasan korupsi di Indonesia.
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Bapak Hendro Purwoko selaku Jaksa Fungsional Pidana Khusus 
Kejaksan Negeri Brebes mengatakan bahwa upaya kejaksaan dalam 
memberantas tindak pidana korupsi di Kabupaten Brebes adalah dengan 
bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat dengan jujur dan 
setulus hati. Kejaksaan Negeri Brebes juga semaksimal mungkin 
menghindari adanya pungli atau jenis tindak pidana korupsi lainnya. 
Beliau juga menyampaikan bahwa wewenang mengenai dampak remisi 
dan sejenisnya sebenarnya ada di Lembaga Pemasyarakatan dan 
Pengadilan. Kejaksaan Negeri hanya bertugas menjalankan apa yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja. 
 
Penulis dalam melakukan kegiatan wawancara dengan pihak 
Kejaksaan Negeri Brebes mendapatkan data kasus korupsi yang pernah 
terjadi di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Data tersebut diambil 
dari selang tahun 2017 hingga tahun 2019. Berikut data yang penulis 























     




2. Yuswanto Budi Harto Bin Masdika 
 
3. Subandi Bin Sukim     
    4. Sri Retno Widyawati Binti Gaus Supeno 
      




2. Suhirman Bin Suharyono 
 
3. Sugiyarto Bin Akyas     
    4. Tandi.A.PL, M.M Bin Casmin 
      




2. Ir. Mardi Sutikno Bin Satimo 
 
3. Tasmin Bin Sahudi     
    4. H.M. Chodori Bin Suharun 
     
  (Sumber: Kejaksaan Negeri Brebes Tahun 2019) 
 
Data di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir di 
Kabupaten Brebes masih terjadi kasus tindak pidana korupsi. Hal tersebut 
membuktikan bahwa upaya pemerintah memperbaiki perilaku narapidana 
melalui kebijakan pemberian remisi di Kabupaten Brebes tidak mengalami 
dampak positif yang signifikan, sebab setiap tahunnya masih terjadi tindak 
pidana korupsi. Seperti hasil wawancara penulis dengan informan dari 
Kejaksaan Negeri Brebes, bahwa dengan adanya remisi maupun tidak 
adanya remisi, tindak pidana korupsi masih tetap terjadi. 
 
Menurut pihak Kejaksaan Negeri Brebes, upaya lain yang dapat 






suatu edukasi kepada masyarakat adalah dengan mengandalkan putusan 
Hakim yang berwenang dalam memutuskan suatu perkara korupsi. 
Hakim dalam hal ini memiliki wewenang penuh atas sanksi atau 
hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hakim dapat 
memvonis hukuman penjara bagi narapidana korupsi dengan tambahan 
syarat seperti tidak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi 
demi menegakkan hukum dengan prinsip keadilan. Masyarakat dalam hal 
ini sebenarnya sangat mengandalkan kebijakan yang tegas dari 
pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya dalam menindaklanjuti 
pelaku tindak pidana korupsi. 
 
Kejaksaan Negeri Brebes berharap bahwa pemerintah dapat 
memperbaiki regulasi yang berlaku mengenai remisi khususnya bagi 
narapidana korupsi sebab tindakan kriminal yang sangat keji tersebut 
tidak sepadan dengan pemberian remisi yang diberikan oleh pemerintah. 
Kejaksaan Negeri Brebes berharap sanksi maupun kebijakan remisi 
tersebut dapat diganti dengan konsep pemiskinan atau pekerja sosial agar 
pemerintah dapat mengedukasi masyarakat lain bahwa mencoba bahkan 
niat melakukan korupsi membawa dampak buruk bagi masyarakat dan 




2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Brebes 
 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Brebes memiliki sudut 






narapidana korupsi di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Kaur 
Umum Lapas Brebes yakni bapak Untung Sumedi mengatakan bahwa 
pemberian remisi terhadap narapidana jenis kejahatan apapun sangat 
berdampak pada keadaan Lapas yang ada di Indonesia. Lapas di 
Indonesia yang memiliki kapasitas yang terbatas, sangat tidak 
dimungkinkan untuk menampung tahanan atau narapidana yang 
jumlahnya melebihi kapasitas suatu Lapas. Beliau mengatakan bahwa di 
Lapas Kelas II B Kabupaten Brebes sendiri saja sudah menampung 
setidaknya ada 293 tahanan dengan kapasitas Lapas adalah 165 tahanan, 
beberapa tahanan ada yang merupakan kiriman dari luar daerah.
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Kasi Binadik dan Giatja Lapas Brebes yakni bapak Yusuf Mukharom 
juga mengatakan bahwa apabila pemerintah tidak memberlakukan atau 
menghapus salah satu hak narapidana yakni remisi, maka Lapas 
kemungkinan akan tetap mengalami over capacity. Remisi sebenarnya 
merupakan salah satu solusi mengurangi over capacity disamping cuti 
bersyarat maupun bebas bersyarat. Pemberian remisi bagi narapidana 
khususnya korupsi juga tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi 
harus sesuai prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Tidak 
dibenarkan jika remisi menjadi suatu anugerah bagi narapidana korupsi 








 Wawancara dengan Untung Sumedi dan Yusuf Mukharom, Lembaga Pemasyarakatan 







harus membayar uang pengganti serta dalam proses persidangannya 
bersedia menjadi justice collaborator, dan semua itu tidaklah mudah.
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Pemerintah Indonesia mengatur ketentuan mengenai justice 
collaborator dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 
Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku 
yang Bekerjasama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Seseorang 
dapat menjadi Justice Collaborator, apabila orang tersebut bukanlah 
pelaku utama dalam tindak pidana tertentu. Justice Collaborator 
dilakukan pada saat proses persidangan berlangsung dan dalam tugasnya 
harus memberikan keterangan yang sebenarnya, bekerjasama dengan 
aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara yang disidangkan. 
Ketentuan mengenai justice collaborator juga mendapatkan kritikan dari 
berbagai kalangan masyarakat Indonesia, karena syarat menjadi justice 
collaborator dirasa kurang sesuai apabila dijadikan sebagai syarat 
pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu.
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Remisi merupakan instrument penting dan berkaitan erat dengan 
pengendalian manajemen pemasyarakatan. Remisi merupakan salah satu 
bentuk pengendalian keadaan Lapas di Indonesia. Mardjono Reksodiputro 
mengatakan bahwa pemberian remisi berkaitan dengan keberhasilan 
program pengendalian dan pembinaan yang ada pada manajemen 
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langsung telah mempengaruhi ketaatan dan keseriusan bagi narapidana 
untuk berperilaku baik dan tertib, sehingga Lapas mengalami 




Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 




a. Adanya pengurangan masa pidana bagi narapidana atau anak pidana 
yang sedang menjalani masa pidana. 
 
b. Berkurangnya masa pidana yang seharusnya masih dijalani oleh 
narapidana maupun anak pidana. 
 
c. Potensi terjadinya pembebasan seketika. 
 
d. Pembebasan diberikan kepada narapidana maupun anak pidana yang 
masa pidananya telah dikurangi dengan remisi umum maupun remisi 
tambahan. 
 
e. Masa pembebasan atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat 
jangka waktunya. 
 
f. Adanya komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup 
menjadi pidana sementara waktu 15 tahun, dengan syarat telah 
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Polemik mengenai pemberian remisi khususnya bagi narapidana tindak 
pidana korupsi memang sebenarnya perlu dikaji kembali. Alasan 
perlunya dikaji kembali adalah mengingat korupsi merupakan kejahatan 
kategori luar biasa yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat dan 
negara. Dampak dari pemberian remisi terhadap narapidana dari dulu 
hingga saat ini, merupakan persoalan yang harus benar-benar dipikirkan 
dengan baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat. 
 
Arah pemberian remisi sebenarnya sudah sangat jelas dalam undang-
undang pemasyarakatan. Peraturan-peraturan yang ada di bawahnya 
seharusnya mengikuti peraturan yang ada di atasnya untuk mencapai 
keselarasan. Peraturan pemberian remisi sudah mengalami banyak 
perubahan yang tujuannya untuk mencapai keadilan dan ketentraman 
dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan Lapas. Perubahan 
yang dilakukan lebih dari satu kali ternyata tetap menimbulkan 
kontroversi dalam lingkungan masyarakat hingga saat ini.
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Bapak Untung Sumedi membantah asumsi masyarakat yang 
mengatakan bahwa keberadaan remisi hanya akan mempermudah 
narapidana koruptor untuk bisa bebas dari tahanan. Menurut beliau, 
kenyataan di lapangan tidaklah seperti yang diasumsikan. Apabila 
keberadaan remisi menjadi sesuatu yang mempermudah narapidana tindak 
pidana korupsi, maka sejak diberlakukannya kebijakan tersebut sudah 










Brebes pada selang empat tahun ke belakang, yang mengajukan 
permohonan remisi justru tidak ada yang berhasil mendapatkan remisi, 
sebab syarat-syarat tersebut yang dirasa tidak mudah untuk dipenuhi.
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Lapas Kabupaten Brebes memberikan data narapidana korupsi yang 
pernah ditangani selang tahun 2016 hingga tahun 2019. Lapas Kabupaten 
Brebes memberikan data yang sedikit berbeda komponennya dari 
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Nama Alamat Nomor Putusan 
Jenis 
Keterangan 
Instansi Kejahatan      
       
  Dahlan Bin Desa Indrajaya RT 003/001 Kecamatan 
- 
  
1. BI. K 02/2016 
Suhatno Salem, Kabupaten Brebes 
Korupsi  
  
     
       
  Said Bin Akyas Desa Kretek RT 002/003 Kecamatan 8/Pid.Sus-   
2. BII. 20/2017 
(Alm.) Paguyangan Kabupaten Brebes TPK/2016/PN Smg 
Korupsi  
    
       
  Alifudin Bin Desa Cipelem RT 001/006, Kecamatan 38/Pid.Sus-   
3. AII.57/III/2018 
Abdul Kholiq Bulakamba, Kabupaten Brebes TPK/2018/PN Smg 
Korupsi  
    
      
A = Tahanan   Sunardi Bin Desa Pamedaran RT 009/003 Kecamatan 
- 
 
    
4. BI.K.01/2018 
Jihad (Alm.) Ketanggungan, Kabupaten Brebes 
Korupsi  
 
B = Narapidana     
      
       
  
Suhirman Bin 
Duku Munggang RT 01/09 Desa 
92/Pid.Sus- 
 
C = Sandera   
Kalierang Kecamatan Bumiayu, 
 
5. AII.150/2018 






-  = Tidak ditemukan dalam      
      halaman website Mahkamah 
  
Sugiyarto Bin Desa Langkap RT 06/02 Kecamatan 91/Pid.Sus- 
 
   Agung. 
6. AII.151/2018 
   
Korupsi 
Akyas Bumiayu Kabupaten Brebes TPK/2018/PN Smg 
 
    
       




Suharun Songgom, Kabupaten Brebes 
Korupsi  
  
     
       
  Taswin Bin Desa Sindangjaya RT 02/01 Kecamatan 
- 
  
8. AII. 116/2019 
Sahudi (Alm.) Ketanggungan, Kabupaten Brebes 
Korupsi  
  
     










Berdasarkan tabel di atas, pihak Lapas Brebes mengatakan bahwa 
tidak ada satupun tahanan maupun narapidana korupsi yang mendapatkan 
remisi atau pengurangan masa tahanan. Tahanan dan narapidana korupsi 
di Kabupaten Brebes yang tidak mendapatkan remisi disebabkan karena 
ketidakmampuan mereka untuk membayar denda dan uang pengganti 
sebagai syarat untuk mendapatkan remisi. Pihak Lapas Kabupaten 
Brebes mengatakan bahwa disisi lain dampak dari kebijakan remisi bagi 
Lapas Brebes adalah untuk mengurangi over capacity, ternyata juga 
berdampak pada penyesalan bagi narapidana maupun tahanan korupsi 
sebab diwajibkan mengembalikan uang negara. 
 
Syarat pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menteri Hukum dan 
HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia dalam menindaklanjuti 
peraturan pemerintah tersebut menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan 
HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pasal 5, 
10, serta 12 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 






terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan remisi 
 
bagi narapidana tertentu salah satunya adalah korupsi. Adapun bunyi 
 
ketentuan pasalnya adalah sebagai berikut: 
 
Pasal 5  
(1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang 
telah memenuhi syarat:  
a. berkelakuan baik; dan 
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.  
(2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dibuktikan dengan:  
a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 
waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal 
pemberian Remisi; dan  
b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan 
oleh Lapas dengan predikat baik. 
 
Pasal 10  
Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk 
mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:  
a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 
membantu membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukannya; dan  
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai 
dengan putusan pengadilan. 
 
Adapun syarat-syarat dokumen yang harus dilengkapi narapidana dan 
 
anak dalam mengajukan permohonan remisi telah dijelaskan dalam Pasal 
 
12 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 
 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 
 
Asimilasi,  Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti 
 
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang berbunyi: 
 
(1) Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor 
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan 
negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan 






Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dibuktikan dengan melampirkan 
dokumen:  
a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu 
membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang 
ditetapkan oleh instansi penegak hukum;  
b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan 
putusan pengadilan;  
c. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti 
pidana denda dari Kepala Lapas;  
d. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas 
dari Kepala Lapas;  
e. salinan register F dari Kepala Lapas; 
f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan  
g. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh 
Kepala Lapas. 
 
(3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda 
dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. 
 
Bapak  Yusuf  Mukharom  secara  pribadi  ikut  berpendapat  ketika 
 
melihat fenomena pemberian remisi terhadap narapidana khususnya tindak 
 
pidana  korupsi  diberlakukan  di  Indonesia.  Beliau  mengatakan  bahwa 
 
kurang setuju dengan adanya kebijakan pemberian remisi terhadap 
 
narapidana khususnya tindak pidana korupsi. Alasan beliau adalah 
 
pemberian remisi seolah-olah telah melukai prinsip keadilan dalam sistem 
 
hukum yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat juga bersikap seolah- 
 
olah tidak menaruh harapan kepada kinerja pemerintah maupun aparat 
 
penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Beliau juga 
 






keadilan yang semestinya ketika pemerintah memberikan pengurangan 
masa pidana atau remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.
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Kasus korupsi di Kabupaten Brebes menurut data yang penulis dapat 
dari informan, jumlahnya tidak separah kasus korupsi yang berada di 
kota besar seperti Jakarta maupun kota besar lainnya. Bagi penulis 
dengan adanya jumlah yang minim terjadi tindak pidana korupsi, 
Kabupaten Brebes sebenarnya memiliki potensi, kesempatan dan harapan 
besar untuk bisa menjadi wilayah yang lebih baik yakni terbebas dari 
tindak pidana korupsi. Upaya tersebut tentu saja harus diimbangi dengan 
kinerja pemerintah Kabupaten dengan masyarakat setempat. Dampak 
dari pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Kabupaten Brebes 
menurut pihak Lapas Brebes hanya dapat dirasakan di lingkungan Lapas, 
namun tidak untuk pencegahan korupsi maupun pemberantasan korupsi 
di Indonesia khususnya wilayah Brebes, Jawa Tengah. 
 
 
3. Kelurahan Kecamatan Brebes 
 
Dampak pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana 
korupsi menurut perspektif Kepala Kelurahan Kabupaten Brebes 
sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap pencegahan tindak pidana 
korupsi di Kabupaten Brebes. Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya 





134 Wawancara dengan Yusuf Mukharom, Lembaga Pemasyarakatan Brebes, di Kantor Lembaga 







diberlakukan remisi maupun setelah diberlakukan kebijakan pemberian 
remisi. Remisi dalam sudut pandang Kepala Kelurahan Brebes yakni 
bapak Rade Andriana Younansyah sebenarnya baik, terlebih untuk 
narapidana tindak pidana korupsi sebab terdapat beberapa syarat yang 
harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi. Syarat tersebut setidaknya 
dapat mempermudah aparat penegak hukum dalam membongkar pelaku 
sesungguhnya tindak pidana korupsi dan menjadi bahan evaluasi untuk 
ke depannya agar tidak terjadi korupsi kembali.
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Bapak Rade Andriana Younansyah justru beranggapan, agar 
keberadaan remisi dapat menjadi alat untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana korupsi. Menurutnya, pemerintah dapat meninjau kembali 
peraturan mengenai remisi dan memperketat pemberian remisi bagi 
narapidana tindak pidana korupsi.
136
 Remisi sebenarnya bukan satu-
satunya upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana 
korupsi dalam lingkungan masyarakat. Substansi hukum, aparat penegak 
hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta budaya hukum juga 
mempengaruhi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Unsur-unsur tersebut apabila tidak sejalan dengan baik, 
maka potensi pelanggaran hukum serta tindak kejahatan lainnya akan 







135 Wawancara dengan Rade Andriana Younansyah, Kelurahan Brebes, di Kantor Kelurahan 








Bapak Rade Andriana Younansyah mengatakan bahwa diberlakukannya 
pemberian remisi terhadap narapidana justru untuk memicu munculnya 
perlindungan hukum yang dilakukan secara ilegal karena adanya 
penyalahgunaan kekuasaan. Dampak tersebut dapat diantisipasi apabila 
pihak yang memiliki kekuasaan atau yang berwenang tidak menerima 
tawaran apapun kepada narapidana yang memohon untuk dimudahkan 
dalam proses pemberian remisinya.
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 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah mencantumkan 
dengan jelas bahwa remisi merupakan hak bagi setiap narapidana tanpa 
kecuali. Narapidana khususnya korupsi diperbolehkan mengajukan 
permohonan remisi dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang berlaku, 
dan hal tersebut pada kenyataannya dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan 
kekuasaan oleh aparat penegak hukum. 
 
Upaya dari pihak Kelurahan Brebes untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana korupsi di Kabupaten Brebes, dimulai dari diri sendiri untuk 
membiasakan diri bekerja dengan jujur dan ikhlas. Beliau mengatakan 
bahwa salah satu upaya yang bisa mengantarkan seseorang untuk tidak 
melakukan perbuatan tercela adalah dengan memahami dengan sungguh-
sungguh bahwa perbuatan tercela tersebut sangat merugikan diri sendiri dan 
orang lain. Beliau juga menambahkan bahwa korupsi di Indonesia 












Indonesia baik dan memahami dengan baik makna dari kesejahteraan 
tanpa selalu melibatkan semuanya dengan materi. 
 
Kebijakan pemberian remisi yang dibuat pemerintah sebenarnya 
memberikan pemahaman bagi narapidana dan masyarakat bahwa 
narapidana tetap mendapatkan hak sebagai warga negara walau berada di 
dalam tahanan.
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 Negara melalui pemerintah memberikan kebijkan 
remisi tersebut tentunya dengan harapan bahwa narapidana khususnya 
korupsi dapat termotivasi untuk hidup lebih baik dan dengan itikad baik 
mengembalikan uang masyarakat atau uang negara yang telah diambil 




4. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Brantas Korupsi 
Brebes (LSM Gebrak Brebes) 
 
Korupsi merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan baik atas 
nama perorangan maupun badan hukum yang tentunya merugikan keuangan 
negara atau keuangan masyarakat demi kepentingan pribadi atau 
kelompoknya.
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 Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana 
korupsi, juga memberlakukan sistem pemidanaan pemberian kebijakan 
remisi bagi setiap narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi. 
Bapak Darwanto selaku Koordinator Badan Pekerja LSM Gebrak Brebes 





138 Eva Achjani Zulfa, op.cit., hlm 100-101.  






terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Kabupaten Brebes sendiri 
sebenarnya tidak berpengaruh apapun khususnya dalam upaya memberantas 
tindak pidana korupsi di lingkungan masyarakat. Masyarakat khususnya di 
Kabupaten Brebes sebenarnya tidak tahu bahkan tidak merasakan betul 
dampak secara langsung dari akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan 
oleh oknum pejabat tinggi di Brebes.
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Tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan kejahatan yang 
berdiri sendiri. Perilaku korupsi sebenarnya berhubungan erat dengan 
segala hal yang sifatnya kompleks, contohnya seperti keadaan 
lingkungan yang mendukung untuk seseorang melakukan tindak pidana 
korupsi. Dampak dari korupsi menyebabkan biaya ekonomi 
membengkak karena penyimpangan insentif, adanya pembiayaan politik 
terhadap suatu lembaga publik, dan adanya biaya sosial oleh pembagian 
kesejahteraan serta pembagian kekuasaan yang tidak semestinya. 
Masyarakat Indonesia tentunya tidak merasakan langsung dampaknya, 
namun mereka sudah mulai merasa kesulitan mencari bahan pangan dan 
kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tanpa disadari harga 
kebutuhan tersebut mengalami kenaikan.
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Bapak Darwanto menganggap pemberian remisi bukanlah sebuah solusi 
dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Beliau lebih 




140 Wawancara dengan Darwanto, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Brantas Korupsi, di Kantor 
LSM Gebrak Brebes, tanggal 10 Desember 2019 jam 14:00-16:00 WIB.
  






baru, efisien dan inovatif seperti pemberian sanksi tegas terhadap para 
pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Pidana penjara yang 
disandingkan dengan kebijakan remisi bersyarat untuk kasus pidana 
khusus sebenarnya tidak membuat para pelaku kriminal merasa jera dan 
merasa bahwa dirinya telah merugikan masyarakat dan negara. 
Menurutnya, pelaku kriminal hanya akan merasa jera dan benar-benar 
menyesal apabila semua elemen masyarakat mengetahui perbuatannya 
dan menyepakati bersama-sama bahwa perbuatannya layak untuk 
diberikan hukuman yang setimpal. 
 
Pemiskinan merupakan konsep lama yang pernah digagas oleh para 
ahli hukum pidana di Indonesia sebagai bentuk sanksi yang efisien 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan pelaku tindak 
pidana korupsi sebenarnya mengacu pada prinsip analisis ekonomi yang 
dapat digunakan untuk memecahkan persoalan hukum pidana salah 
satunya adalah perkara korupsi. Analisis ekonomi yang digunakan dalam 
hukum pidana merupakan suatu analisa sederhana seperti penyamaan 
sanksi pidana dengan suatu harga. Kontribusi analisa ekonomi terhadap 




a. Memberikan model yang mudah dipahami mengenai bagaimana 
individu berperilaku dihadapan hukum secara lebih khusus melalui 
analisis respon individu terhadap kehadiran suatu sanksi pidana. 
 










c. Menyediakan matriks yang jelas untuk mengevaluasi berhasil 
tidaknya suatu kebijakan hukum pidana. 
 
Hukuman mati juga pernah menjadi salah satu pilihan dalam pemberian 
sanksi tindak pidana korupsi. Hukuman mati sebenarnya sudah pernah 
dilakukan pada saat Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda. Hukuman mati 
atau sering disebut pidana mati tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), yang keberadaannya saat ini sudah 
memudar sebab banyak negara-negara yang tidak setuju dengan konsep 
pemidanaan ini. Pidana mati bagi narapidana korupsi merupakan salah satu 
bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga jarang suatu 
negara menerapkan konsep pemidanaan ini. 
 
Pekerja sosial juga salah satu pilihan sanksi atau pidana yang 
menjadi primadona bagi kalangan narapidana maupun masyarakat di era 
digital saat ini. Konsep pekerja sosial yang dipahami masyarakat awam 
hanya sebatas menjadi petugas kebersihan lingkungan. Konsep pekerja 
sosial sebenarnya lebih dari melakukan kebersihan lingkungan, tetapi 
mengupayakan untuk bisa produktif dan menghasilan keuntungan, 
sehingga keuntungan tersebut dapat diserahkan ke negara sebagai kas. 
Alasan pidana pekerja sosial menjadi primadona di kalangan masyarakat 
saat ini adalah tidak lain bahwa pelaku tindak pidana korupsi rata-rata 
memiliki pendidikan tinggi dan berpengalaman luas, sehingga pekerja 










Koordinator Badan Pekerja LSM Gebrak Brebes lebih menyarankan 
untuk memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai 
dengan perilaku masyarakat Indonesia saat ini. Beliau berpendapat 
bahwa saat ini, perilaku masyarakat Indonesia sangat bergantung dengan 
media elektronik dan media sosial. Sanksi yang sesuai dengan 
perkembangan perilaku masyarakat khususnya bagi pelaku tindak pidana 
korupsi adalah salah satunya dengan memasang wajah pelaku tindak 
pidana korupsi di seluruh media elektronik maupun media sosial secara 
berkala dengan keterangan besar kerugian negaranya. Jangka waktu 
pemasangan data diri pelaku tindak pidana korupsi di seluruh media 
elektronik maupuan media soaial tentu saja sesuai dengan lamanya masa 
pidana pelaku tindak pidana korupsi di tahanan. 
 
Bapak Darwanto sangat merekomendasikan hal tersebut, sebab 
beliau pernah melakukan hal tersebut dengan metode yang berbeda 
namun dengan konsep yang sama. Beliau melakukan aksinya ketika 
Kabupaten Brebes digemparkan dengan adanya kasus korupsi yang 
dilakukan oleh Bupati Brebes yakni bapak Indra Kusuma pada tahun 
2010. Beliau dengan konsep pemasangan wajah pelaku tindak pidana 
korupsi, melakukan aksinya di alun-alun Brebes dengan memasang 
baliho yang ukurannya cukup besar dan terpampang nama-nama serta 
wajah-wajah para pelaku korupsi di Kabupaten Brebes. Berdasarkan 
pengamatannya, hal tersebut hanya berlangsung selama satu minggu, 






Aksi bapak Darwanto tersebut ternyata membawa dampak positif 
bagi masyarakat Brebes. Beliau mengatakan bahwa selama baliho 
tersebut dipasang, masyarakat Brebes yang berlalu lalang di sepanjang 
alun-alun Brebes menjadi tahu siapa saja Kepala Desa maupun pejabat 
lainnya yang melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Brebes. 
Menurut beliau, selama ini masyarakat Brebes maupun masyarakat 
seluruh Indonesia kurang mendapatkan asupan informasi terkait orang-
orang yang terjerat kasus korupsi dan bagaimana sanksi yang diterapkan. 
Masyarakat hanya disuguhi informasi penangkapan pelaku korupsi yang 
jumlahnya besar tanpa mengetahui bagaimana hukumannya dan apakah 
pelaku tindak pidana korupsi tersebut mendapatkan remisi. 
 
Konsep pemasangan wajah pelaku tindak pidana korupsi disetiap 
media elektronik maupaun media sosial sebenarnya merupakan bentuk 
dari sanksi sosial atau sanksi moral. Bapak Darwanto meyakini bahwa 
seseorang yang telah melakukan tindak pidana, akan berubah menjadi 
baik dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali di kemudian hari 
manakala orang tersebut telah merasakan betul sanksi moral atau sanksi 
sosial. Berdasarkan perkembangan kebiasaan masyarakat Indonesia saat 
ini, yakni segala sesuatu tindakan yang tidak disukai di media elektronik 
maupun di media sosial mengenai diri sendiri maka dengan mudahnya 
melaporkan kepada pihak yang berwajib. Fenomena tersebut ternyata 
memberikan dampak yang besar seperti orang-orang yang menggunakan 






merasa sangat malu apabila tindakan yang dilakukannya ternyata salah 
dimata orang lain maupun hukum. 
 
Penerapan sanksi moral melalui pemasangan identitas pelaku korupsi 
apabila diterapkan di era canggih saat ini, berpotensi dapat meminimalisir 
terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberian remisi akan lebih 
baik jika diganti dengan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat 
luas, sehingga selain memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi, juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak 
melakukan tindak pidana korupsi. Persoalan korupsi di Indonesia 
sebenarnya hanya terletak pada transparansi dalam kinerja pemerintah, 
implementasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari 
serta budaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila semua 
komponen tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan semakin 




5. Mantan Bupati Brebes (Mantan Narapidana Korupsi Kabupaten 
Brebes) 
 
Korupsi dalam perkembangannya memiliki arti yang tidak hanya 
sebatas perbuatan mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi atau 
kelompok saja. Menurut bapak Indra Kusuma yakni mantan bupati Brebes 
yang dalam hal ini juga merupakan mantan narapidana tindak pidana 
korupsi juga menyampaikan bahwa pemaknaan korupsi mengalami 






gratifikasi, dan sebagainya. Perbuatan yang dilakukan atas dasar 
melawan hukum yang berlaku, terlebih yang menyangkut kekuasaan 
maupun jabatan bisa dianggap sebagai salah satu perbuatan korupsi 
sepanjang perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan 
kepentingan pribadi maupun kelompok.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Nomor 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal menimbang 
mengatakan bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas 
dan tidak hanya merugikan keuangan negara saja. Tindak pidana korupsi 
juga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi 
masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan 
sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. 
Menurut bapak Indra Kusuma, dapat dikatakan bahwa 90% pemerintah 
maupun swasta pasti melakukan korupsi, hanya saja beberapa orang saja 
yang pada saat melakukan hal itu diketahui oleh pihak yang berwenang 
memberantas tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah lembaga Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi korupsi yang sifatnya kecil namun 
berdampak besar dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti pada saat 







144 Wawancara dengan Indra Kusuma, Mantan Bupati Brebes dan Mantan Narapidana Korupsi di 







(KTP), pada saat petugas Kepolisian melakukan Bukti Pelanggaran 
(Tilang) di jalan raya, dan sebagainya.
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Bapak Indra Kusuma mengatakan bahwa dampak pemberian remisi 
bagi narapidana tindak pidana korupsi tentu saja berpengaruh pada 
peringanan masa hukuman bagi para narapidana termasuk narapidana 
korupsi. Pemberian remisi juga berdampak pada terjuwudnya keinginan 
setiap narapidana untuk bertemu dengan keluarga tercintanya. Pemberian 
remisi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan merupakan suatu hak bagi setiap narapidana, oleh sebab itu 
apabila tidak dilaksanakan dengan baik, maka sudah menyalahi peraturan 
perundang-undangan. Ketentuan dalam pemberian remisi juga dilakukan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni harus memenuhi syarat-
syarat tertentu, sehingga menurut beliau pemberian remisi yang telah 
mengalami beberapa kali pembaharuan dalam peraturan perundang-
undangan sudah memenuhi unsur keadilan.
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Terdapat adagium yang mengatakan bahwa “lebih baik membebaskan 
1000 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak 
bersalah”, hal tersebut menjadi pedoman bagi para hakim dalam 
memutuskan suatu perkara di dalam persidangan. Hakim dalam 
menjatuhkan putusannya selalu mengingatkan hak-hak narapidana kepada 












masa pemidanaan di Lapas. Menurut beliau, dalam praktiknya tidak 
sedikit narapidana yang statusnya adalah narapidana korupsi namun 
sebenarnya dalam proses pembuktiannya tidak ditemukan satupun bahwa 
mereka melakukan tindak pidana korupsi. Pemberian remisi menjadi 
suatu keringanan hukuman bagi narapidana yang dalam proses 




Beliau juga memberikan pendapat mengenai pelaksanaan pemberian 
remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberian 
remisi seharusnya memiliki klasifikasi, begitu juga dengan jenis 
pemidanaan yang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan tindak 
pidana korupsi. Menurutnya, jika terdakwa dalam persidangan memang 
terbukti mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi maupun 
kelompok, maka penjatuhan hukumannya disesuaikan dengan jumlah 
uang yang diambil oleh terdakwa. Remisi juga perlu diberlakukan hal 
yang demikian, agar tercipta keseimbangan hukum dan terwujudnya 
keadilan dalam penyelesaian kasus kriminal di Indonesia. Menurutnya, 
pemerintah dan penegak hukum di Indonesia belum memiliki keberanian 
dalam membuat kebijakan maupun menindaklanjuti kasus korupsi 
dengan sebenar-benarnya yakni mengutamakan keadilan melalui 














6. Tenaga Pendidik (Dosen) Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 
Tegal 
 
Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa hak setiap 
narapidana adalah pemberian remisi atau pemotongan masa pidana. 
Pemberian remisi selanjutnya juga diatur lebih lengkap pada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan 
disusunnya peraturan tersebut maka kehadiran remisi harus diakui dan 
dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum terhadap setiap 
narapidana. Pemberian remisi juga sesungguhnya sebagai upaya dari 
pemerintah dalam menerapkan Hak Asasi Manusia kepada setiap 
narapidana. 
 
Bapak Siswanto selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 
Tegal yang bertempat tinggal di Kabupaten Brebes mengatakan bahwa 
keberadaan remisi harus tetap dilaksanakan meskipun sebenarnya jika 
berbicara mengenai pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana 






kebijakan yang diberikan kepada setiap narapidana untuk menghindari 
diskriminasi atau perbedaan antara narapidana satu dengan narapidana 
lainnya. Keberadaan remisi hanya sebagai upaya represif bagi 




Pemberian remisi akan menjadi hal yang negatif apabila dalam 
pelaksanaannya disalahgunakan, oleh sebab itu sebenarnya dalam 
pelaksanaan remisi yang ada di lapangan, beberapa ada yang tidak sesuai 
pelaksanaannya dengan undang-undang. Pelaksanaan tersebut seperti 
adanya perlindungan hukum secara ilegal dalam upaya pemberian remisi 
kepada narapidana. Beliau menekan bahwa hal tersebut tentunya tidak 
terjadi disetiap Lapas, akan tetapi hanya oknum-oknum tertentu yang 
melakukan hal tersebut. 
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Penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya 
didasari atas kekuasaan yang dimilikinya. Tindak pidana korupsi tidak 
hanya sebatas karena memiliki uang, jabatan tinggi dan sejenisnya, akan 
tetapi lebih dari pada itu semua yakni terkait dengan ekonomi, sosial, dan 
sebagainya. 
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 Analisa mengenai penyebab korupsi diutarakan juga oleh 










 Wawancara dengan Siswanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, di 
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a. Aspek individu pelaku yang terdiri atas sifat tamak manusia, moral 
yang kurang kuat sehingga mudah tergiur untuk melakukan korupsi, 
penghasilan yang selalu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, 
kebutuhan hidup yang cenderung mendesak, gaya hidup konsumtif 
karena hidup di lingkungan perkotaan, malas bekerja, serta ajaran 
agama yang kurang diterapkan dikehidupan sehari-hari. 
 
b. Aspek organisasi yakni kurang adanya sikap tauladan kepemimpinan, 
tidak adanya budaya yang baik dalam lingkungan kerja, sistem 
akuntabilitas yang kurang memadai, pengendalian manajemen yang 
buruk sehingga peluang menutupi perbuatan korupsi dapat dilakukan. 
 
c. Aspek tempat individu dan organisasi yaitu kurangnya sifat kritis 
terhadap kekayaan yang dimiliki seseorang, kurangnya kesadaran 
bahwa diri sendiri menjadi korban korupsi, kurang menyadari bahwa 
diri sendiri terlibat dalam perbuatan korupsi, kurangnya keyakinan 
serta semangat yang kuat pada diri masyarakat untuk memberantas 
korupsi, dan aspek peraturan perundang-undangan yang masih 
terbilang cukup lemah untuk memberantas maupun mencegah tindak 
pidana korupsi. 
 
Bapak Sanusi yang merupakan Wakil Dekan II Fakultas Hukum 
Universiatas Pancasakti Tegal dan bertempat tinggal di Kabupaten Brebes 
memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai remisi bagi narapidana 
tindak pidana korupsi. Menurut beliau, remisi seharusnya tidak diberikan 






korupsi adalah extraordinary crime serta akibat dari korupsi yang sangat 
besar yakni merusak sendi-sendi perekonomian negara. Beliau justru 
menyarankan agar pelaku tindak pidana korupsi lebih baik dimiskinkan 
dan untuk para koruptor yang berasal dari para politikus lebih baik 
dicabut hak pilihnya untuk selama-lamanya. Beliau menyarankan hal 
tersebut mengingat korupsi bagaikan sebuah virus bahkan penyakit yang 
mana penyebuhannya harus dilakukan secara proporsional dan tegas, 
agar masyarakat yang melihat orang-orang tertangkap karena korupsi, 
tidak penasaran bahkan mencoba perbuatan keji tersebut.
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Beliau berpendapat bahwa sebelum diberlakukan kebijakan remisi 
maupun setelah diberlakukan kebijakan remisi, tidak ada perubahan yang 
signifikan. Bagi beliau, korupsi masih tetap terjadi terlebih di lingkungan 
pedesaan seperti penyalahgunaan dana desa, anggaran desa, dan dana-
dana yang lainnya. Beliau juga mengatakan meskipun dalam pemberian 
remisi terdapat syarat khusus, akan tetapi syarat tersebut dirasa belum 
memberikan kesan tegas terhadap narapidana korupsi maupun 
masyarakat luas, sehingga wajar apabila hingga saat ini masih sering 
terjadi korupsi di Indonesia. Fenomena tersebut menandakan bahwa 
pemerintah belum efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi 








152 Wawancara dengan Sanusi, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, di 








Adapun upaya dalam membantu pemerintah untuk meminimalisir 
terjadinya korupsi di lingkungan pendidikan adalah diantaranya 
memberikan contoh yang baik yakni kejujuran kepada siswa atau 
mahasiswa, mengadakan sosialisasi atau kajian mengenai pendidikan anti 
korupsi atau pendidikan tentang bahayanya korupsi bagi perekonomian 
negara. Kegiatan tersebut menurut bapak Sanusi dan bapak Siswanto 
dapat membantu masyarakat, generasi penerus bangsa maupun 
pemerintahan untuk selalu ingat untuk bersikap amanah, tanggung jawab, 
dan jujur dalam melaksanakan suatu tugas maupun pekerjaan lainnya. 
Beliau berharap dengan adanya kritikan maupun usulan mengenai 
kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dapat dikaji 
kembali oleh pemerintah sehingga dapat menemukan titik terang untuk 

















Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat 
dikemukakan terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Tujuan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi 
berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan narasumber adalah 
untuk memberikan motivasi dalam memperbaiki sikap dan pola pikir 
yang positif atau membangun serta menyesali perbuatannya. Sehingga 
ketika narapidana korupsi telah selesai menjalani masa pidana dan 
kembali ke lingkungan masyarakat, berubah menjadi manusia dengan 
kepribadian yang baik dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan 
korupsi kembali di masa yang akan datang. Tujuan yang dijelaskan 
narasumber tadi berbeda dengan tujuan pemerintah yang sesungguhnya 
dalam menyusun kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak 
pidana korupsi yang tertuang secara implisit dalam Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. Adapun 
tujuannya yaitu sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan 
subkultur tempat pelaksanaan pidana, perbedaan putusan pidana atau 











yang diberikan saat hari besar keagamaan diharapkan dapat pemicu 
warga binaan pemasyarakatan untuk selalu introspeksi diri sesuai 
dengan tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari; sebagai salah 
satu kebijakan yang sifatnya alternatif pada hukum pidana dalam 
rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang diharapkan sesuai 
standar aturan minimum. 
 
 
2. Dampak dari pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana 
korupsi di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ternyata tidak 
berpengaruh dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sebab 
bukan merupakan suatu hal yang sifatnya substansial dalam upaya 
pemberantasan maupun pencegahan tindak pidana korupsi. Hal 
tersebut dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh, bahwa hampir 
setiap tahun terjadi tindak pidana korupsi di Kabupaten Brebes. 
Dampak pemberian remisi yang tidak berpengaruh dalam mencegah 
terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Brebes, justru 
berdampak besar pada keadaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
B Kabupaten Brebes yakni mengurangi over capacity. Keberadaan 
pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang sifatnya cenderung 
tidak dipublikasikan kepada masyarakat, membuat masyarakat 
menjadi buta informasi mengenai perkembangan terbaru pemerintah 
dalam memperlakukan narapidana tindak pidana korupsi selama 






maka penulis juga merumuskan dampak positif dan negatif dari 
pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di 
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Dampak positif yang 
ditimbulkan dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana 
korupsi adalah mengurangi over capacity dalam Lapas; memberikan 
edukasi kepada masyarakat bahwa narapidana korupsi yang sedang 
menjalani masa pemidanaan tidak mudah mendapatkan remisi sebab 
terdapat syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi; sebagai upaya untuk 
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta memenuhi ketentuan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa setiap narapidana berhak 
mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana; sebagai wujud 
“iming-iming” atau penghargaan bagi narapidana korupsi yang telah 
melaksanakan 1/3 masa pidana untuk selalu melakukan hal positif 
selama di dalam tahanan maupun setelah keluar dari tahanan dan 
kembali ke lingkungan masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan 
dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi 
adalah narapidana korupsi justru cenderung fokus untuk berlomba-
lomba bersikap baik dan melakukan hal positif dalam tahanan semata-
mata hanya untuk mendapatkan remisi; pemerintah dalam hal ini 
terkesan seolah-olah tidak tegas dalam melakukan upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi di negaranya; kurangnya 






tindak pidana korupsi yang merupakan kategori kejahatan luar biasa 
atau extraordinary crime, dibuktikan dengan cara atau upaya 
pemerintah dalam menangani korupsi yang disamakan dengan 
kejahatan lainnya; tujuan pemidanaan terhadap narapidana tindak 
pidana korupsi yang mulai tidak terarah; berpotensi pada munculnya 
praktik-praktik suap dalam tahanan; menurunnya kepercayaan 
masyarakat kepada pemerintah dan para penegak hukum dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi; pemidanaan terhadap 
narapidana tindak pidana korupsi tidak menimbulkan efek jera serta 
tidak menimbulkan efek edukasi atau pembelajaran bagi masyarakat 










B.  Saran 
 
Beberapa saran yang dapat dikemukakan terkait dengan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Pemerintah dalam membuat kebijakan pemberian remisi terhadap 
narapidana korupsi harus lebih mempertimbangkan tujuan yang relevan 
dengan keinginan masyarakat. Tujuan tersebut lebih baik 
diimplementasikan melalui pembaharuan regulasi yang relevan efisien 
dan tidak melukai rasa keadilan bagi masyarakat. Pemerintah juga dapat 
mengubah kebijakan remisi dengan sanksi moral atau sosial yang dapat 
membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dan benar-benar menyesali 
perbuatannya. Sanksi moral atau sanksi sosial tidak hanya dirasakan bagi 
narapidana korupsi saja, namun masyarakat khususnya penyelenggara 
negara yang mengetahui perkara tersebut juga akan berhati-hati dalam 
melakukan pekerjaannya agar amanah. 
 
2. Dampak pemberian remisi bagi narapidana korupsi dengan berbagai faktor 
atau alasan, sejatinya tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. 
Masyarakat justru merasa dilukai rasa keadilannya ketika narapidana 
korupsi yang seharusnya mendapat hukuman yang berat namun diberikan 
hak pemotongan masa pidana. Pemerintah dalam menangani over capacity 
dalam Lapas, dapat membangun sebuah tempat yang lebih luas untuk 
menampung para tahanan tersebut. Pertimbangan lain seperti memberikan 






bukanlah satu-satunya jawaban. Pemiskinan dan pekerja sosial dapat 
menjadi sanksi yang efisien untuk memberikan motivasi kepada 
narapidana korupsi untuk dapat berperilaku baik, sebab uang yang 
mereka rampas tanpa seizin dari masyarakat telah membuat hidup 
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